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ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif dengan judul
“Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Melakukan Pemantauan dan
Evaluasi Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018
dan Figh Siyasah’. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang
dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: bagaimana kewenangan
dewan perwakilan daerah dalam melakukan pemanrauan dan evaluasi
peraturan daerah menurut undang-undang nomor 2 tahun 2018?, bagaimana
kewenangan dewan perwakilan daerah dalam melakukan pemantauan dan
evaluasi peraturan daerah menurut figh siyasah?.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan
menggunakan teknik studi kepustakaan dan pendekatan perundang-undangan
dan studi komparatif yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif
selanjutnya akan disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang
konkrit mengenai kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam melakukan
pemantauan dan evaluasi perauran daerah yang tercantum dalam undang-
undang nomor 2 tahun 2018. Selanjutnya, data tersebut diolah dan dianalisis
menggunakan teori hukum Islam, yaitu Siyasah Dusturiyah.

Hasil dari penelitian ini disimpulkan bawasannya kewenangan
Dewan Perwakilan Daerah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi
peraturan daerah yang tercantum dalam paal 249 ayat (1) huruf j undang-
undang nomor 2 tahun 2018 tumpang tindih dengan kewenangan pemerintah
pusat (gubernur dan menteri dalam negeri) yang tercantum dalam pasal 91
ayat 2 dan pasal 245 ayat (1) dan (3) undang-undang nomor 23 tahun 2014
tentang pemerintahan daerah, dimana kedua lembaga ini adanya double
kewenangan yaitu dalam melakukan pengawaan preventif peraturan daerah.
Sedangkan dalam konteks siyasah dusturiyah kewenangan dewan perwakilan
daerah hampir sama dengan ah/ hall wa al-’agd namun perbedaannya adalah
kewenangan dewan perwakilan daerah hanya melakukan pengawasan undang-
undang tentang daerah dan peraturan daerah saja sedangkan ahl/ hal wa al-
’agd melakukan pengawasan semua jalannya pemerintahan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka seharusnya Dewan
Perwakilan Daerah dan Pemerintah Pusat (gubernur dan menteri dalam
negeri) bekerja sama dalam melakukan pemantauan dan evaluasi rancangan
peraturan daerah dan peraturan daerah agar atau mengahapus salah satu
kewenagan dari kedua lembaga tersebut agar tidak terjadi konfik kewenangan
dalam menjalankan kewenangan tersebut.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Negara hukum adalah sebuah negara yang menjalankan
pemerintahan berdasarkan hukum. Indonesia adalah salah satu negara hukum.
Di mana dijelaskan dalam UUD NRI 1945 pada pasal 1 ayat (3) yang
berbunyi:“ Negara Indonesia adalah negara hukum”.!

Sebagai bentuk organisasi kehidupan bersama dalam masyarakat,
negara selalu menjadi pusat perhatian dan objek kajian bersama dengan
berkembangnya ilmu pengetahuan umat manusia. Banyak cabang ilmu
pengetahuan yang menjadikan negara sebagai objek kajiannya. Misalnya,
ilmu politik, ilmu negara, ilmu hukum tata negara, ilmu hukum kenegaraan,
hukum administrasi, dan ilmu administrasi pemerintahan.”? Salah satu
masalah pokok yang menjadi pusat perhatian ilmu politik dan ilmu hukum
tata negara di sepanjang sejarah adalah mekanisme hubungan antara negara
dan rakyat dalam suatu negara. Kepentingan negara biasanya diwakili oleh
pemerintah, sedangkan kepentingan rakyat terlembagakan melalui parlemen.’

Dalam sebuah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi

sebagai salah satu pondasi negara adalah kesempatan besar bagi setiap warga

negara yang tak ternilai harganya. Indonesia, contoh sebuah negara yang

! Dilihat, pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945

2 Jimlly Assiddiqie, Pengantar llmu Hukum tata negara, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
2013), 9.

3 Jimly Asshiddiqie, Hukum tata negara dan Pilar-Pilar Demokrasi,cet. Kedua (Jakarta: Sinar
Grafika, 2012), 25.



menanamkan paham-paham demokrasi dalam salah satu sila dasar negaranya.
Sila keempat dari Pancasila yang belambang kepala banteng itu berbunyi
"Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan", menjadi dasar bertumbuhnya peraturan-
peraturan di Indonesia yang mengedepankan nilai demokrasi.

Prinsip kedaulatan rakyat yang terwujud dalam peraturan
perundang-undangan tercermin dalam strukutur dan mekanisme kelembagaan
negara dan pemerintahan untuk menjamin tegaknya sistem hukum dan
berfungsinya sistem demokrasi. Dari segi kelembagaan, prinsip kedaulatan
rakyat biasanya diorganisasikan melalui sistem pemisahan kekuasaan dan
pembagian kekuasaan.*

Secara substasional UUD NRI 1945 telah mengalami perubahan-
perubahan mendasar sejak perubahan pertama pada tahun 1999 sampai ke
perubahan keempat pada tahun 2002.° Dengan adanya perubahan-perubahan
tersebut tentunya sangat berpengaruh dengan sistem ketatanegaraan, sistem
pemerintahan, maupun lembaga-lembaga negara Indonesia, baik dalam hal
pembentukan lembaga negara baru maupun penambahan dan pengurangan
kewenangan, bahkan ada juga lembaga negara yang dihapus karena dianggap
sudah tidak relevan dengan kebutuhan penyelenggara Negara ke depannya.

Salah satu hasil reformasi konstitusi adalah dibentuknya satu

lembaga negara baru dalam cabang kekuasaan legislatif, yaitu Dewan

4 Zahratul Idami ,Jurnal Ilmu Hukum, No. 63, Th. XVI (Agustus, 2014), pp. 303-327
> Denny Indrayana, Amandemen UUD 1945 Antara Mitos dan Pembongkaran, cet. Pertama
(Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007), 31.



Perwakilan Daerah sebagaimana tercantum dalam UUD NRI 1945 hasil
sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2001. Namun secara
faktual, kelahiran Dewan Perwakilan Daerah baru terjadi pada tanggal 1
Oktober 2004, yang ditandai oleh pelantikan dan pengambilan sumpah/janji
para anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai hasil Pemilu 5 April 2004.6
Ide pembentukan Dewan Perwakilan Daerah dalam kerangka sistem legislatif
Indonesia memang tidak terlepas dari ide pembentukan struktur dua kamar
parlemen atau bikameral. Dengan struktur bikameral itu diharapkan proses
legislasi dapat diselenggarakan dengan sistem double check yang
memungkinkan representasi seluruh rakyat secara relatif dapat disalurkan
dengan basis sosial yang lebih luas. Dewan Perwakilan Rakyat merupakan
Representasi politik sedangkan Dewan Perwakilan Daerah mencerminkan
teritorial atau regional.’

Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah dapat dikatakan merupakan
pertemuan dari dua gagasan, yaitu demokratisasi dan upaya mengakomodasi
kepentingan daerah demi terjaganya integrasi nasional. Pendapat ini juga
dikemukakan oleh Sri Sumantri Martosoewignjo dan Mochamad Isnaeni
Ramdhan yang menyatakan bahwa pembentukan Dewan Perwakilan Daerah
tidak terlepas dari dua hal, yaitu; pertama, adanya tuntutan demokratisasi
pengisian anggota lembaga agar selalu mengikutsertakan rakyat pemilih.

Keberadaan Utusan Daerah dan Utusan Golongan dalam komposisi Majelis

6 Mariam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 348-349.
7 Jimly Asshidiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, (Jakarta:
Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 139.



Permusyawaratan Rakyat digantikan dengan keberadaan Dewan Perwakilan
Daerah. Kedua, karena adanya tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah
yang jika tidak dikendalikan dengan baik akan berujung pada tuntutan
separatisme. Dewan Perwakilan Daerah dibentuk sebagai representasi
kepentingan rakyat di daerah.®

Latar belakang kedua pembentukan Dewan Perwakilan Daerah
adalah untuk mengakomodasikan kepentingan daerah dalam kebijakan
nasional demi menjaga integrasi nasional. Kecenderungan sentralisasi
kekuasaan pada masa Orde Baru telah melahirkan ketimpangan pusat daerah
yang banyak melahirkan kekecewaan dan ketidakadilan kepada daerah.
Masalah ini menguat dengan isu disintegrasi bangsa dalam bentuk ancaman
beberapa daerah untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Isu ini selanjutnya bergeser ke arah pewacanaan negara federal dan
berujung pada pemberian otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab
melalui Undang-Undang 22 Tahun 1999.°

Upaya lain untuk menjaga integrasi nasional adalah dengan
memberikan ruang kepada daerah ikut serta menentukan kebijakan nasional
yang menyangkut masalah daerah melalui Utusan Daerah yang

disempurnakan menjadi lembaga tersendiri. Oleh karena itu Dewan

8 Muchamad Ali Safa’at, “Dewan Perwakilan Daerah sebagai Lembaga Perwakilan Daerah dan
Proses Penyerap Aspirasi”, Jurnal Hukum, 1
% Ibid



Perwakilan Daerah dapat dikatakan sebagai upaya institusionalisasi
representasi teritorial keterwakilan wilayah.!”

Dalam perjalanannya, gagasan tentang parlemen bikameral yang
baik itu ternyata kemudian tidak sesuai dengan awal pembentukan Dewan
Perwakilan Daerah karena kompromi-kompromi dan menonjolnya
kepentingan politik selama proses amandemen. Meskipun kedudukannya
merupakan salah satu lembaga negara yang sejajar dengan Dewan Perwakilan
Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden, Mahkamah Agung,
Mahkamah Konstitusi, dan Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Perwakilan
Daerah yang anggota-anggotanya dipilih langsung melalui pemilu ternyata di
dalam konstitusi hanya diberi fungsi yang sangat sumir dan nyaris tidak
berarti. Berbeda dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang diatur dalam tujuh
pasal (pasal 9 sampai dengan pasal 22 B) Dewan Perwakilan Daerah hanya
diatur dalam dua pasal (pasal 22 C dan pasal 22D). Di dalam konstitusi hasil
perubahan memang tidak disebutkan istilah parlemen sehingga tidak mudah
mengjadikan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah
sebagai kamar-kamar dari parlemen dua kamar. Jika di UUD NRI 1945
disebutkan secara tegas bahwa Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai fungsi
legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, maka Dewan Perwakilan

Daerah tidak mempunyai fungsi-fungsi tersebut sepenuhnya.'!

9]bid
' Mahfud MD, Perdebatan Hukum tata negara Pasca Amandemen Konstitus, Cet. Ketiga,
(Jakarta:PT RajaGrafindo Persadam 2013), 69-70



Terkait kewenangannya Dewan Perwakilan Daerah diatur dalam
Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut:!2

1. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya
ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan
pusat dan daerah.

2. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang
yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah;
pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan
keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran
pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang
berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

3. Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas
pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan,
pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan,
dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan
Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Kewenangan yang terbatas itulah yang belakangan ini membuat
Dewan Perwakilan Daerah mendapat sorotan dari banyak pihak untuk
diberikan penguatan supaya sesuai dengan “ruh” sistem bikameral yaitu
adanya checks and balances antara dua lembaga perwakilan tersebut. Di
samping itu kewenangan terbatas itu juga yang membuat Dewan Perwakilan
Daerah tidak optimal kinerjanya dan melaksanakan kewenangannya karena

adanya pembatasan dalam konstitusi.'?

12 Lihat Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945
setelah amandemen

13 Soebardjo, “Dewan Perwakilan Daerah Menurut UUD 1945 Dan Penerapan Sistem Bikameral
Dalam Lembaga Perwakilan Indonesia”, Jurnal Hukum, NO. 1 VOL.14 JANUARI 2007: 142 —
157.



Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah ini kemudian dipertegas

oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah. Disebutkan dalam pasal 249 ayat (1) sebagi

berikut:!4

1. Dewan Perwakilan Daerah mempunyai wewenang dan tugas:

a.

Mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan
otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan
daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi
lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan
daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat;

Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal
sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

Menyususn dan menyampaikan daftar inventaris masalah rancangan
undang-undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat atau
Presiden yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam
huruf a;

Memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas
rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-
undang yang berkaita dengan pajak, pendidikan, dan agama;

Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang
mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan
penggabungan daerah hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber
daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN,
pajak, pendidikan, dan agama

Menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang
mengenai  otonomi  daerah, pembentukan, pemekaran, dan
penggabungan daerah hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber
daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN,
pajak, pendidikan, dan agama kepada Dewan Perwakilan Rakyat
sebagai pertimbangan untuk ditindaklanjuti;

Menerima hasil pemeriksaan atas keuangan Negara dari BPK sebagai
bahan untuk mebuat pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN;

4 Di lihat pasal 249 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratab Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



h. Member pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam
memilih anggota Badan pemeriksa Keuangan;

i. Menyusun program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi
daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah
hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan
sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan
keuangan pusat dan daerah, dan;

j.  Melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah
dan peraturan daerah.

Peraturan  perundang-undangan = memberikan kewenangan
pengawasan review peraturan daerah kepada dua lembaga negara yaitu
Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan dan Mahkamah Agung. Review
yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri disebut dengan eksekutive review
sedangkan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Disebut dengan Judisial
review. Dua mekanisme tersebut dapat berujung pada pembatalan peraturan
daerah.

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dibedakan menjadi dua
bentuk. Pertama, pengawasan yang dilakukan sesudah disahkan. Dalam hal
ini pemerintah melakukan klarifikasi. Klarifikasi adalah pengkajian dan
penilaian terhadap peraturan daearah dan peraturan kepala daerah untuk
mengetahui apakah bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Bentuk pengawasan ini
disebut dengan pengawasan repsesif. Kedua, pengawasan yang dilakukan
sebelum peraturan daerah disahkan atau masih dalam bentuk rancangan
peraturan daerah. Dalam hal ini pemerintah melakukan evaluasi terhadap

rancangan peraturan daaerah. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian

terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daearah



untuk mengetahui apakah bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Bentuk pengawasan ini
disebut dengan pengawasan preventif.

Pengawasan yang dilakukan pun diatur secara bertingkat. Peraturan
daerah dan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota, klarifikasi dan
evaluasi merupakan wewenang Gubernur. Sedangkan  peraturan
daerah/rancangan peraturan daerah provinsi merupakan kewenangan Menteri
Dalam Negeri. Jenjang kewenangan tersebut juga terdapat pada
pembatalannya. Pembatalan terhadap peraturan daerah provinsi merupakan
kewenangan Presiden dengan menetapkan dalam hal ini kewenangan Menteri
Dalam Negeri sebatas pada pengusulan. Sedangkan untuk peraturan daerah
kabupaten/kota, kewenangan pembatalannya ada pada Menteri Dalam Negeri
sedangkan =~ Gubernur mempunyai kewenangan untuk mengusulkan
pembatalan.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 137/PUU-
XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV-2016 yang menyatakan inkonstitusional
kaidah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daaerah
perihal kewenangan Pemerintah Pusat dalam melakukan pembatalan
peraturan daerah. Pascaputusan MK tersebut, Pemerintah Pusat (Menteri
Dalam Negeri atau Gubernur) tidak berwenang melakukan pembatalan
terhadap peraturan daerah. Kemudian dalam putusan tersebut kewenangan

untuk pembatalan peraturan daerah menjadi kewenangan Mahkamah Agung.
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Pemerintah pusat hanya memiliki kewenangan pengawasan peraturan daerah
secara preventif saja.

Dalam pasal 91 ayat (2) huruf d undang —undang nomor 23 tahun
2014 tentang pemerintahan daearah yang berbunyi “melakukan evaluasi
terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang RPJPD,
RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,
tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah”. Pada pasal tersebut
sudah jelas bahwa gubernur memiliki kewenangan exsekutif preview terhadap
peraturan daerah. Maraknya peraturan dacarah yang bermasalah dan
bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi kemudian memerlukan
pengawasan yang intensif dan berkesinambungan dalam pengawasan
peraturan daerah.

Setelah diberlakukannya Undang Undang Nomor 2 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menambah
kewenangan baru kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yaitu
yang tercantum dalam pasal 249 ayat (1) huruf j: “melakukan pemantauan
dan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah”.

Berkenaan dengan penambahan kewenangan bagi Dewan
Perwakilan Daerah, muncul kekhawatiran konflik pengaturan dan penerapan
kaidah (konflik kewenangan), karena adanya beberapa Undang-Undang yang

mengatur soal kewenangan pengawasan raperda dan perda, yaitu Undang-



11

Undang Pemerintahan daerah, Undang-Undang Mahkamah Agung dan
Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Untuk menghindari konflik dimaksud, maka perlu dipertegas
beberapa hal, yaitu: ruang lingkup pemantauan dan evaluasi, luaran (output)
hasil pemantauan dan evalusai, dan bentuk hukum atas luaran pemantauan
dan evaluasi yang akan dilakukan Dewan Perwakilan Daerah.'?

Berdasarkan latar belakang di atas maka secara teoritik menurut
hukum Islam permasalahan tersebut berkaitan dengan figh siyasah. Hukum
tata negara Islam atau figh siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal
dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk
hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan
yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan
kemaslahatan umat.!®

Ruang lingkup figh siyasah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Politik perundang-undangan atau Siyasah dusturiyah. Bagian ini meliputi
pengkajian tentang penetatapan hukum atau tashri’iyah oleh lembaga
legislatif, bidang tanfidhiyah oleh lembaga eksekutif peradilan atau
gadai’iyah oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau

idariyah oleh lembaga birokrasi atau eksekutif.

Bfile:///E:/MATERI%20BACAAN/DEWAN PERWAKILAN DAERAH/ ARTIKEL/
Pengawasan%?20Perda%200leh%20DEWAN PERWAKILAN DAERAH.htm diakses pada
tanggal 9 April 2018 pukul 11:00 WIB

16 Jeje Abdul Rojak, Hukum tata negara Islam, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 6.
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2. Politik luar negeri atau siyasah dauliyah/siyasah kharijiyah. Bagian ini
mencakup hubngan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan
yang bukan muslim yang bukan warga negara. Dibagian ini juga ada
politik masalah peperangan atau siyasah harbiyah, yang mengatur etika
berperang, dasar-dasr diizinkan berperangm pengumuman perang,
tawanan perang, dan genjatan senjata.

3. Politik keuangan dan moneter atau siyasah maliyah. Yang antara lain
membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan
belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik,
pajak, dan perbankkan.!”

Jika dilihat dalam hukum tata negara Islam maka keberadaan

Dewan Perwakilan Daerah berada dalam lingkup siyasah dusturiyah. Siyasah

dusturiyah adalah siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang

bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala
negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan
ketetapan yang hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta
hubungan antara penguasa dan rakyat.

Hal tersebut berarti siyasah dusturiyah merupakan kajian tepenting
dalam suatu negara. Karena menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu

negara yaitu keharmonisan hubungan antara warga negara dengan kepala

17 Tmam Amrusi Jailani, et al. Hukum tata negara Islam (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press,
2013), 15-16
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negaranya untuk memenuhi kebutuhannya.'®* Ruang lingkup siyasah

dusturiyah meliputi: '°

1. Siyasah tashri’iyah, termasuk didalamnya persoalan ahAl al-hall wa al-
‘agd, perwakilan persoalan rakyat, hubungan muslimin dengan non
muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-
Undang, Peraturan Pelaksana, Peraturan Daerah, dan sebagainya;

2. Siyasah tanfidhiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan
bai’at, wuzarah, wali al-ahadi, dan lain-lain;

3. Siyasah gadla’iyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan;

4. Siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah administrasi
dan kepegawaian.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik
untuk membahas skripsi dengan judul “Kewenangan Dewan Perwakilan
Daerah Republik Indonesia dalam Melakukan Pemantauan dan Evaluasi
Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 dan Figh

Siyasah’.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah
1. Identifikasi masalah
Berdasarkan uraian latar belakang mengenai kewenangan Dewan

Perwakilan Daerah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi peraturan

18 Jeje Abdul Rojak, Hukum tata negara Islam,... ,27.
9 H.A. Djazuli, Figh siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah,
Cet. Ketiga (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 47-48
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daerah, ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi diantaranya

adalah sebagai berikut:

a.

Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia;

Tugas dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga
legislatif;

Tugas dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia dalam melakukan pemantauan dan evaluasi rancangan
peraturan daerah dan peraturan daerah menurut Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

Kejelasan ruang lingkup pemantauan dan evaluasi rancangan
peraturan daerah dan peraturan daerah oleh Dewan Perwakilan
Daerah;

Output dari hasil pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan
daerah dan peraturan daerah oleh Dewan Perwakilan Daerah;

Bentuk hukum atas output pemantauan dan evaluasi rancangan
peraturan daerah dan peraturan daerah yang akan dilakukan Dewan
Perwakilan Daerah;

Pengawasan peraturan yang dilakukan oleh pemerintah pusat
(Menteri Dalam Negeri dan Gubernur)

Kewenangan Dewean Perwakilan Daerah menurut Figh siyasah;
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i. Figh siyasah menggunakan Figh siyasah dusturiyah.
2. Batasan Masalah
Mengingat banyaknya permasalahan yang muncul maka dalam
penelitian ini dibatasi hanya pada:
a. kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam melakukan pemantauan
dan evaluasi peraturan daerah menurut undang-undang nomor 2 tahun
2018;
b. Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menurut
Figh siyasah dusturiyah.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan  pemaparan latar belakang dan identifikasi
permasalahan di atas, maka penulis dapat mengambil rumusan masalah untuk
pembahasan skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam melakukan
pemantauan dan evaluasi peraturan daerah menurut undang-undang
nomor 2 tahun 2018 ?

2. Bagaimana kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam melakukan

pemantauan dan evaluasi peraturan daerah menurut figh siyasah?

D. Kajian Pustaka
Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas atau penelitian yang sudah

pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas
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bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak ada pengulangan atau duplikasi

dari kajian atau penelitian tersebut.?’

Berikut akan diuraikan secara ringkas tentang kajian/penelitian yang
sudah pernah dilakukan di seputar permasalahan Dewan. Hal ini dilakukan
agar tidak terjadi pengulangan atau duplikasi kajian/penelitian dan
menghindari asumsi plagiasi. Penelitian terdahulu yang mengkaji
permasalahan Dewan Perwakilan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Skripsi dengan judul “Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia (DPD RI) Tinjauan Siyasah dusturiyah (Studi Putusan
Mahkamah Konstitusi NO 79/PUU_XI1/2014)” yang ditulis oleh Putri
Maghfiroh dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel tahun 2018. Dalam skripsi tersebut dapat menjelaskan
tentang Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU_XII/2014 di tinjau dari siyasah
dustiruyah.?! Sedangkan dalam skripsi yang akan ditulis oleh penulis
membahas tentang tugas dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah
dalam melakukan pemantauan dan evaluasi peraturan daerah menurut figh
siyasah.

2. Skripsi dengan judul “Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah RI dalam

Sistem Tata Negara Indonesia Perspektif Siyasah dusturiyah” yang ditulis

20 Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,
(Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014), him 8.

2L Putri Maghfiroh, “Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD
RI) Tinjauan Siyasah dusturiyah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi no 79/PUUIX11/2014)”,
(Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,2018).
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oleh Bagus Setiawan dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung pada tahun 2017. Dalam skripsi tersebut
menjelaskan tentang kedudukan Dewan Perwakilan Daerah RI dalam
sistem tata negaraan Indonesia di tinjau dari siyasah dusturiyah.??
Sedangkan dalam skripsi yang akan ditulis oleh penulis membahas
tentang tugas dan kewenangan Dewan dalam melakukan pemantauan dan
evaluasi peraturan daerah menurut figh siyasah.

3. Skripsi yang berjudul “Implikasi Hukum Terhadap Kewenangan Dan
Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU/X/2012” yang ditulis oleh Arfandy
Ranriady dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar pada
tahun 2014. Skripsi ini menjelaskan tentang implikasi hukum terhadap
kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pasca putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU/X/2012 dan implikasi hukum
terhadap kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pasca
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU/X/2012.2*> Sedangkan
dalam skripsi yang akan ditulis oleh penulis membahas tentang tugas dan
kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam melakukan pemantauan

dan evaluasi peraturan daerah menurut figh siyasah.

22 Bagus Setiawan, “Kedudukan DEWAN PERWAKILAN DAERAH RI dalam Sistem Tata
Negara Indonesia Perspektif Siyasah dusturiyah”, (Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung, 2017).

2 Arfandy Ranriady, Implikasi Hukum Terhadap Kewenangan Dan Kedudukan Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
92/Puuw/X/2012”, (Skripsi--Universitas Hasanuddin Makasar, 2014).
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Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan
dilakukan oleh penulis adalah pada penelitian ini nantinya akan dibahas
mengenai kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam melakukan
pemantauan dan evaluasi peranturan daerah menurut Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2018 dan ditinjau dari figh siyasah. Dalam pelitian ini penulis
membahas mengenai kewenangan pengawasan dari Dewan Perwakilan
Daerah. Sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang kewenangan
legislasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU_XI1/2014,
kedudukan Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia, kewenangan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah pasca

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU/X/2012.

. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka
tujuan penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam
melakukan pemantauan dan evaluasi peraturan daerah menurut Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2018.

2. Untuk mengetahui mengetahui kewenangan Dewan Perwakilan Daerah
dalam melakukan pemantauan dan evaluasi peraturan daerah menurut

Figh Siyasah.
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F. Kegunaan Hasil Penelitian
1. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan
akademis dalam ilmu pengetahuan hukum tata negara khususnya
mengenai:

a. Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam melakukan
pemantauan dan evaluasi peraturan daerah menurut Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2018.

b. Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam melakukan
pemantauan dan evaluasi peraturan daerah menurut figh Siyasah.

Dan akhirnya diharapkan penelitian ini mampu menjadi bahan
rujukan ilmiah atau referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan Praktis
Secara praktis, hasil penelitian ini di harapkan mampu
memperlihatkan bagaimana sesungguhnya tugas dan keweangan Dewan
Perwakilan Daerah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi peratuan

daerah.

G. Definisi Operasional
Untuk menghindari kesalahanpahaman pembaca dalam memahami
dan menafsirkan istilah-istilah yang berkatan dengan judul skripsi
“Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Melakukan Pemantauan dan

Evalusi Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018
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dan Figh Siyasah” agar tidak terjadi kesalahpahaman tersebut maka penulis

akan menjelaskan istilah-istilah atau kata kunci yang berhubungan dengan

judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dimilki untuk melakukan
sesuatu. Kewenangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam melakukan pemantauan
dan evaluasi peraturan daerah.

2. Pemantauan dan evaluasi

Adalah kewenangan yang dimilik oleh Dewan Perwakilan Daerah
dalam melakukan perbuatan pemantauan, pengamatan, pencatatan dan
penilaian terhadap peraturan daerah.

3. Dewan Perwakilan Daerah

Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga negara dalam sistem
ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan wakil-wakil daerah
provinsi dan dipilih melaui pemilihan umum.?* Dewan Perwakilan Daerah
yang memiliki kewenangan dan tugas untuk melakukan pemantauan dan
evaluasi peraturan daerah.

Jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi tidak
sama, tetapi ditetapkan sebanyak-banyaknya empat orang. Jumlah seluruh
anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota

Dewan Perwakilan Rakyat. Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah

24 A. Ubaedillah dan Abdul Rojak, Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) : Demokrasi,
Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Mdani,Cet. Kesepuluh (Jakarta: ICCE UIN Syarif
Hidayatullah, 2013), 108
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diresmikan dengan keputusan Presiden, anggota Dewan Perwakilan
Daerah berdomisili di daerah pemilihannya, tetapi selama bersidang,
bertempat tinggal di ibu kota Republik Indonesisa.?’
4. Peraturan Daerah
Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang
dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan
bersama Kepala Daerah. Peraturan daerah terdiri dari peraturan daerah
provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Peraturan daerah provinsi
adalah peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama
Gubernur.®® Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah
Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama
Bupati/Walikota.?’
5. Figh siyasah
Ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan
umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan
kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan

dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan

% Dadang Sufianto, Pengantar Ilmu Pemerintahan, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 141
26 Dilihat pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan.
27 Dilihat pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan.
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umat.?® Dalam penelitian ini mengkaji kewenangan Dewan Perwakilan

Daerah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi peraturan daeran

ditinjau dengan siyasah duturiyah.

Permasalahan di dalam figh siyasah dusturiyah adalah hubungan
antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta
kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Karena
pembahasannya sangat luas maka biasanya di dalam figh siyasah
dusturiyah dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-
undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian
dengan prinip-prinsip agama dan merupakan realitas kemaslahatan
manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Siyasah dusturiyah meliputi sebagai berikut: 2
a. Siyasah tahsri’lyah yakni membahas mengenai pembentukan

peraturan perundang-undangan yang dibahas oleh badan legislatif
untuk menentukan aturan yang dapat ditaati demi kemaslahatan
umat;

b. Siyasah tanfidhiyah membahas mengenai kebijakan pemerintahan
dalam tata pelaksanaan peraturan perundang-undangan apabila
undang-undang tersebut butuh penafsiran dan butuh pelaksanaan
khusus untuk menjalankan roda pemerintahan agar bisa tercapai

dengan baik dan sempurna;

28 J. Suyuthi Pulungan, Fikih Siyasah :Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Yogyakarta: Penerbit
Ombak, 2014), 28.
2 H.A. Djazuli, Figh siyasah... 47.
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c. Siyasah qadaiyah membahas mengenai lembaga peradilan untuk
melegalkan atau tidaknya undang-undang yang di buat oleh badan
legislatif dan eksekutif dengan mempertimbangkan aturan dasar

negara yakni konstitusi.

H. Metode Penelitian
Penelitian (research) berarti pencarian kembali. Metode penelitian
merupakan hal yang mutlak diperlukan dalam setiap penelitian agar apa yang
menjadi fokus penelitian tidak melebar. Setiap penelitian memerlukan
metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai masalah yang diteliti.
Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh seseorang untuk memperkuat,
membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan

masyarakat luas.*°

1. Jenis penelitian
Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum
normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan
memaparkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa
aspek yang diteliti dalam perundang-undangan.®' Yang dimaksud dalam

objek kajian penelitian hukum normatif meliputi norma atau kaidah dasar,

30 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Universitas Indonesia Press 1986),
3.
3 Muh. Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. citra Aditya, 2004), 101.
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asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum,
doktrin, serta yurisprudensi.?
2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan perbandingan
(Comperative Approach). Dalam metode pendekatan Statute Approach
peneliti perlu memhami hierarki, asas-asas dalam peraturan perundang-
undangan. Statute Approach adalah pendekatan dengan menggunakan
legislasi dan regulasi.’* Dalam penelitian ini yang digunakan adalah
undang-undang nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan kedua undang-
undang nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, dewan perwakilan
rakyat daerah.

Sedangkan studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk
membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau
hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Di
samping itu juga membandingkan suatu putusan pengadilan satu dengan
putusan pengadilan yang lain untuk masalah yang sama.** Dalam
penelitian ini membandingkan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah
menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 dan dalam kajian figh

siyasah.

32 Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2004), 119.

33 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, (Jakarta: Kencana, 2005), 137

34 Ibid, 173
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3. Data dan Sumber Data
a. Jenis data
Berisi tentang jenis atau bentuk data apa yang diperoleh dalam
penelitian atau data yang dikumpulkan :3°

1) Data mengenai kewenagan Dewan Perwakilan Daerah ;

2) Data mengenai Tugas dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah
dalam melakukan Pemantauan dan evaluasi perauran daerah;

3) Data mengenai figh siyasah,

4) Data mengenai siyasah dusturiyah.

b. Sumber data
Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan deskripsi
mengenai apa yang seyoginya, diperlukan sumber-sumber penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1) Sumber hukum primer Bahan hukum primer adalah bahan hukum
yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-
bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-
catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan
dan putusan-putusan hakim. Dalam penulisan skripsi ini sumber
hukum primer yang digunakan meliputi:

a) UUD NRI 1945;

35 Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Pefunjuk Penulisan
Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 14.
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b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

¢) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.

2) Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum
yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi
tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum,
jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan
pengadilan yang relevan dengan Dewan Perwakilan Daerah dan
Figh siyasah;*®

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk meperoleh data yang diperlukan dalam penelitian skripsi ini
maka teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi
kepustakaan (library research). Studi kepustakaan dilakukan terlebih
dahulu mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan, buku,
hasil-hasil penelitian hukum, skripsi, makalah-makalah, surat kabar,
artikel, majalah atau jurnal-jurnal hukum, maupun pendapat para sarjana
yang erat hubungannya dengan permasalahan yang sedang dibahas
sehingga dapat mengumpulkan data dengan cara membaca, mencatat,

merangkum,untuk dianalisa lebih lanjut.

36 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. 12 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 181.
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5. Teknik Analisis Data
Dalam penulisan skripsi ini teknik analisis data yang dilakukan oleh
penulis adalah analisis data yang dilakukan secara deskripsi kualitatif
yaitu pengelompokan data dan menyeleksi data yang diperoleh dari
penelitian dengan bertitik tolak pada permasalahan yang sedang dikaji

kemudian hasilnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang

konkrit.

Sistematika Pembahasan
Untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi perlu kiranya
digambarkan dengan jelas dan menyeluruh tentang sistematikanya.

Sistematika penulisan skripsi merupakan bagian besar untuk memberikan

gambaran tentang isi skripsi dan memudahkan jalan pemikiran dalam

memahami secara keseluruhan skripsi. Maka penulis menggunakan
sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang
masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tinjauan
pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi
operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan;

2. Bab dua, memuat tinjauan umum tentang siyasah dusturiyah. Dalam bab
ini akan diuraikan tentang teori-teori figh siyasah yang memuat defenisi
figh siyasah, ruang lingkup figh siyasah, defenisi siyasah duturiyah,

ruang lingkup siyvasah duturiyahkonsep konstitusi, legilasi, ummah,
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shura dan demokrasi, defenisi lembaga ahl al-hall wa al-‘aqd, sejarah
terbentuknya ahl al-hall wa al-‘agd, kewenangan dan tugas ahl al-hall wa
al-‘aqd, dts.

Bab tiga, merupakan bab yang memuat tentang gambaran umum Dewan
Perwakilan Daerah di Indonesia meliputi sejarah di bentuknya lembaga
Dewan Perwakilan Daerah, dasar hukum di bentuknya lembaga Dewan
Perwakilan Daerah, kedudukan Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia, kewenangan dan tugas Dewan Perwakilan
Daerah. Pengawasan peraturan daerah, dan teori hierarki perundang-
undangan.

Bab empat, merupakan bab yang memuat pembahasan analisis mengenai
tugas dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam melakukan
pemantauan dan evaluasi Peraturan Daerah (yang di dalamnya memuat
jawaban atas rumusan masalah yang di yang didasarkan atas landasan
teori yakni pertama kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam
melakukan pemantauan dan evaluasi peraturan daerah menurut Undang-
Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kedua
kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam melakukan pemantauan
dan evaluasi peraturan daerah menurut figh siyasah.

Bab lima, merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran.



BABII

TINJAUAN UMUM TENTANG S7YASAH DUSTURIYAH

A. Defenisi Figh siyasah
Figh siyasah terdiri dari dua kata yaitu figh dan siyasah. Kata figh

berasal dari kata fighan yang merupakan masdar dari kata Fagiha-Yatqahu
yang berarti paham. Selain itu, figh juga berarti paham yang mendalam
melalui proses pemikiran yang sungguh-sungguh.’® Figh secara etimologi
berarti pemahaman yang mendalam tentang tujuan suatu ucapan dan
perbuatan.’’

Secara terminologis figh adalah pengetahuan mengenai hukum
agama Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah yang disusun oleh
mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain adalah ilmu
pengetahuan mengenai hukum agama Islam.38

Sedangkan kata siyasah berasal dari kata sasa yang berarti
mengatur, mengurus, dan memerintah. Siyasah juga berarti pemerintahan dan
politik, atau membuat kebijaksanaan. Siyasah menurut bahasa mengandung
beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat

kebijaksanaan, pemerintahan, dan politik. Artinya mengatur, mengatur dan

36 Sahid HM, Epistimologi Hukum Pidana Islam, (Surabaya:Pustaka Idea, 2015), 2
37 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Figih, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2012), 1
38 Suyuti Pulungan, Fikih Siyasah, ..., 22
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membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai
suatu tujuan.*®

Secara terminologis siyasah adalah mengatur atau memimpin
sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Abdul Wahhab
Khallaf mendefenisikannya sebagai undang-undang yang diletakan untuk
memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Menurut
Ibn al-Qayim yang dinukilnya dari Ibn Aqil menyatakan siyasah adalah suatu
perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar
dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak
mewahyukannya. Sedangkan menurut Bahantsi Ahmad Fathi menyatakan
siyasah adalah pengurusan kepentingan-kepentingan manusia sesuai syara’.

Pada prinsipnya ketiga pendapat tersebut mengandung persamaan.
Siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup
bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada
kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudaratan. Tetapi juga
mengandung perbedaan terutama penekanan pada orientasi.*’

Dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa
figh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan
pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi
mencapai kemaslahatan bagi manusia*! Figh siyasah adalah ilmu yang

mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara

3 1bid, 23

40 Ibid, 24-25

4 Muhammad Igbal, Figh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya Media
Pratama, 2001), 4
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dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat leh
pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat

untuk mewujudkan kemaslahatn umat.*?

B. Ruang Lingkup Figh siyasah dan Sumber kajian Figh siyasah
1. Ruang Lingkup Figh siyasah
Figh siyasah merupakan bagian dari ilmu figh. Bahasan ilmu figh
mencakup individu, masyarakat dan negara yang meliputi bidang-bidang
ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal,
peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hubungan internasional, perang,
damai, dan traktat. Figh siyasah mengkhususkan diri pada bidang muamalah
dengan spesialisasi segala ikhwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan
pemerintahan.*3
Dalam menentukan ruang lingkup kajian figh siyasah, para ulama
berbeda pendapat, dalam hal ini dapat dilihat dari sisi jumlah pembagian
masing-masing ulama. Meskipun demikian, perbedaan tersebut tidak tidaklah
menjadi suatu hal yang prinsipil. Imam al-Mawardi dalam kitab figh siyasah-
nya berjudul al-ahkam al-sulthaniyyah. Beliau membagi ruang lingkup figh
siyasah kedalam lima bagian antara lain:**
a. Siyasah Dusturiyah

b. Sivasah Maliyah

42 Jeje Abdul Rojak, Hukum Tata Negara Islam,..., 6

4 Ibid, 6-7

4 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: UI Press,
1990), 2-3.
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c. Siyasah Qadaiyah
d. Siyasah Harbiyah
e. Siyasah Idariyah
Selanjutnya oleh Imam Ibn Taimiyyah didalam kitabnya yang
berjudul al-siyasah al-shar’iyah, ruang lingkup figh siyasah adalah sebagai
berikut:
a. Siyasah qadaiyah
b. Siyasah Idariyah
c. Siyasah Maliyah
d. Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyah
Sementara itu menurut Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempit
dari jumlah yang sudah ada dengan membagi tiga bidang kajian, yaitu:*
a. Siyasah Qadhaiyah
b. Siyasah Dauliyah
c. Siyasah Maliyah
T.M. Hasbi membagi ruang lingkup figh siyasah menjadi delapan
bidang antara lain:*
a. Sivasah Dusturiyah Shar’iyah yaitu kebijaksanaan tentang peraturan
perundang-undangan;
b. Siyasah Tashri’iyah yaitu kebijaksanaan tentang penetapan hukum;
c. Siyasah Qadaiyah Shar’iyah yaitu kebijaksanaan peradilan;

d. Siyasah Maliyah Shar’iyah yaitu kebijaksanaan ekonomi dan moneter;

4 Imam Amrusi Jaelani, et al, Hukum Tata Negara Islam,..., 15
46 T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, Pengantar Siyasah Syar’iyah,(Yogyakarta: Madah, t.tp), 8.
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e. Siyasah Idariyah Shar’iyah yaitu kebijaksanaan administrasi negraa;

f. Siyasah Dauliyah/ Siyasah Kharijivah Shar’iyah yaitu kebijaksanaan
hubungan luar negeri atau internasional;

g. Siyasah Tanfidhiyah Shar’Tyah yaitu politik pelaksanaan undang-undang;

h. Sivasah Harbiyah Shar’iyyah yaitu politik peperangan.

Dari beberapa pembagian ruang lingkup figh siyasah di atas, maka
dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok antara lain:

a. Politik perundang-undnagan atau siyasah dusturiyah. Bagian ini meliputi
pengkajian tentang penetapan hukum atau tashri’iyah oleh lembaga
legislatif, bidang tanfidhiyah oleh lembaga eksekutif, peradilan atau
gadhaiyah oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau
idariyah oleh birokrasi ata eksekutif;

b. Poltik luar negeri atau siyasah dauliyah /siyasah kharijiyah. Bagian ini
mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim
dengan bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada
politik masalah peperangan atau siyasah harbiyah yang mengatur etika
perang, dasar-dasar diizinkannya perang, pengumuman perang, tawanan
perang, dan genjatan senjata;

c. Politik keuangan dan moneter atau siyasah maliyah, membahas sumber-
sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara,
perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan

perbankan.*’

47 Imam Amrusi, et al, Hukum Tata Negara Islam,..., 15-16
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2. Sumber kajian figh siyasah

Setiap disiplin ilmu memiliki sumber-sumber dalam pengkajiannya.
Dari sumber-sumber ini disiplin ilmu dapat berkembang sesuai dengan
tuntutan dan tantangan zaman. Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu
figh, figh siyasah mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan
dijadikan pegangan. Secara garis besar, sumber figh siyasah dapat dibagi
menjadi dua sumber primer dan sumber skunder. Dr. Fathiyaj al-Nabrawi
membagi sumber-sumber Figh siyasah kepada tiga bagian, yaitu Al-Qur’an
dan Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Al-Qur’an dan Sunnah, serta
sumber-sumber yang berupa peninggal kaum muslimin terdahulu.

Selain  sumber Al-Qur’an dan Sunnah, Ahmad Sukardi
mengungkapkan sumber kajian figh siyasah berasal dari manusia itu sendiri
dan lingkungannya, seperti pandangan pakar politik, urf" atau kebijaksanaan
madefenisi syarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman
masa lalu, dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya. Selain itu,
sumber-sumber lain seperti perjanjian antarnegara dan konvensi dapat

digunakan dalam pengkajian figh siyasah. **

C. Defenisi dan Ruang Lingkup Siyasah dusturiyah
1. Defenisi Siyasah Dusturiyah
Kata dusturi berasal dari bahasa persia yang berarti adalah

seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.

4 Muhammad Igbal, Figh siyasah,...,14-15
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Dalam perkembangan selanjutnya kata ini digunakan untuk menunjukkan
anggota pedesaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami
penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berarti asas dasar atau
pembinaan. Secara istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur
dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam
sebuah negara, baik tidak tulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).*’

Siyasah Dusturiyah adalah bagian figh siyasah yang membahas
perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari’at. Artinya
undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam
prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari’at yang disebut di dalam Al-
Qur’an dan yang dijelaskan Sunnah Nabi, baik mengenai aqidah, ibadah,
akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang
dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan
persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan
stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan
dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan
manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip
figh siyasah akan tercapai.

Atas hal-hal di ataslah siyasah dusturiyah dikatakan sebagai bagian
dari figh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Yang

lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan

9 Ibid, 3
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dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat
dan mengenai pembagian kekuasaan.>°

Secara keseluruhan persoalan di atas tidak dapat dilepaskan dari dua
hal pokok. Pertama dalil-dalil kully, baik ayat-ayat al-Qur’an maupum hadis,
magqasid al-Shari’ah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur
masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan
situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun
tidak seluruhnya.’!

Sebagai petunjuk bagi manusia, al-Qur’an menyediakan suatu dasar
yang kukuh dan tidak, berubah bagi semua prinip-prinsip etika dan moral
yang perlu bagi kehidupan ini. Menurut Muhammad Asad al-Qur’an
memberikan suatu jawaban komprehensif untuk persoalan tingkah laku yang
baik bagi manusia sebagai anggota masyarakat dalam rangka menciptakan
suatu kehidupan berimbang di dunia ini dengan tujuan terakhir kebahagiaan
di akhirat. Ini berarti penerapan nilai-nilai universal al-Qur’an dan hadis
adalah faktor penentuan keselamatan umat manusia di bumi sampai di
akhirat. Seperti peraturan yang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah saw
dalam negara Islam pertama yang disebut dengan “Konstitusi Madinah” atau
“Piagam Madinah”.

Isi penting dari prinsip Piagam Madinah adalah membentuk suatu
masyarakat yang harmonis. Mengatur sebuah umat dan menegakkan

pemerintahan atas dasar persamaan hak. Piagam Madinah juga merupakan

50 Imam Amrusi, et al, Hukum Tata Negara Islam,..., 23
1 Tbid
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konstitusi yang telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat
Madinah dalam sebuah pemerintahan di bawah kepemimpinan Nabi
Muhammmad. Piagam Madinah oleh para pakar politik sebagai Undang-
Undang Dasar pertama dalam negara Islam yang didirikan oleh Nabi
Muhammad.

Setelah Nabi wafat, tidak ada konstuitusi tertulis yang mengatur
negara Islam, umat Islam dari zaman ke zaman, dalam menjalankan roda
pemerintahan berpedoman pada prinsip-prinsip al-Qur’an dan teladan Nabi
dalam sunnahnya. Pada masa Khalifah empat, teladan Nabi masih dapat
diterapkan dalam mengatur masyarakat Islam yang sudah berkembang.
Namun pasca khulafa’ ar-Rasidun tepatnya pada abat ke-19, setelah dunia
Islam mengalami penjajahan Barat, timbul pemikiran dikalangan ahli tata
negara diberbagai dunia Islam untuk mengadakan konstitusi. Pemikiran ini
timbul sebagai reaksi atas kemunduran umat Islam dan respon atas gagasan
politik Barat yang masuk di dunia Islam bersamaan dengan kolonialisme
terhadap dunia Islam.

Sebab, salah satu aspek dari isi konstitusi atau Undang-Undang
Dasar adalah bidang-bidang kekuasaan negara. Kekuasaan itu dikenal dengan
istilah Majelis Syura atau ah/ al-hall wa al-‘aqd atau seperti yang disebut Abu
A’la al-Maududi sebagai Dewan Penasehat serta al-Mawardi menyebutnya
sebagai Ahl al-lkhtiyar.

Dalam negara-negara yang diperintah raja atau diktator yang

mempunyai kekuasaan mutlak, seluruh kekuasaan negara berada pada satu
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tangan yakni kepala negara, bahkan perkataan dan perbuatannya adalah
undang-undang. Perkataan dan perbuatan para pembantu raja dipandang
sebagai peraturan pelaksana.

Menurut teori Trias Politika bahwa kekuatan negara dibagi dalam
tiga bidang yang masing-masing kekuasaab berdiri sendiri tanpa ada campur
tangan satu kekuasaan terhadap kekuasaan yang lain. Kekuasaan negara
(eksekutif), kekuasaan pembuat undang-undang (legislatif), dan kekuasaan
kehakiman (yudikatif). Pada masa inilah kekuasaan mulai dipisah, masing-
masing kekuasaan melembaga dan mandiri.>?

2. Ruang Lingkup Siyasah dusturiyah

Dari pengertin siyasah dusturiyah di atas, ruang lingkup
pembahasan siyasah dusturiyah sangat luas dan kompleks. Oleh karena itu, di
dalam siyasah dusturiyah hanya dibatasi dalam membahas pengaturan dan
perundang-undangan. Meskipun demikian, ruang lingkup siyvasah dusturiyah
antara lain meliputi: persoalan dan ruang lingkup pembahasannya, persoalan
imamah, hak dan kewajibannya, persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya,
persoalan bai’at, persoalaan waliyul ahdi, persoalan perwakilan dan ahl/u halli
wal aqdi, persoalan wuzaroh dan perbandingannya.>’

Dalam figh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas

pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan

52 |bid, 24
53 Jeje Abdul Rojak, Hukum Tata Negara Islam,..., 28
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dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi

kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.>*

Apabila kita lihat dari sisi lain siyasah dusturiyah ini dapat dibagi
kepada:

a. Bidang siyasah tashri’iyah, termasuk di dalamnya persoalan ahl al-hall wa
al-‘aqd, perwakilan persoalan rakyat, hubungan muslim dan non muslim di
dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, unang-undang,
peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.

b. Bidang siyasah tanfidhiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamabh,
persoalan bai’at, wuzara, wali al-ahadi, dan lain-lain.

c. Bidang siyasah qada’iyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah
peradilan.

d. Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah
administrasi dan kepegawaian.>

Suyuthi Pulungan menuliskan bahwasannya obyek kajian figh
siyasah adalah mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan
spesialisasi segala ihwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan
pemerintahan.’® Sedangkan obyek kajian Siyasah dusturiyah adalah membuat
peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan gunanya untuk
mengatur negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Hal ini juga

diperkuat dalam firman Allah Al-Qur’an yakni surah An-Nisa’ ayat 58-59 :

54 Djazuli, Figh siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah,..., 47
55 Ibid, 48
%6 Suyuthi Pulungan, Figh siyasah : Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran,...,27.
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Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan
dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-
baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar
lagi Maha melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah
dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian
jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah
ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu
benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang
demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS:
An-nisa’/4: 58-59 )

Berdasarkan kedua ayat di atas dijelaskan bahwasannya seseorang
yang memegang kekuasaan dalam hal ini adalah pemerintah maka wajib
ditaati oleh rakyatnya apabila pemerintah telah membuat peraturan
perundang-undangan bagi kemaslahatan bersama namun peraturan
perundang-undangan tersebut haruslah mengacu dan tidak menyeleweng dari

apa yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an dan Sunnah.

. Konsep-Konsep Konstitusi, Legislasi, Shura dan Demokrasi serta Ummah

. Konstitusi

Konstitusi merupakan hukum dasar, baik yang tertulis maupun
tidak, yang menjadi landasan dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan

sebuah negara. Konstitusi mengatur pengorganisasian jabatan-jabatan
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kenegaraan, lembaga yang memerintah, dan tujuan yang hendak dicapai.
Dengan makna seperti ini konstitusi merupakan hukum dasar yang menjadi
norma sekaligus sebagai sumber hukum dan juga berfungsi sebagai dasar
structural bagi sistem politik serta dasar keabsahan kekuasaan yang dimiliki
lembaga-lembaga politik sehingga mereka dapat menyelenggarakan fungsi-
fungsi yang dimilikinya. Sebab tanpa keabsahan, kekuaaan dan aktivitas
politik tidak mempunyai kekuasaan mengikat. Dengan demikian
tersimpulkan bahwa konstitusi merupakan sebuah unsure dalam konsep
politik. Pada sisi lain, ia juga menetapkan lembaga-lembaga yang
membangun struktural dari sistem politik dan menetapkan fungsi-fungsinya
serta melengkapinya dengan otoritas yang diperlukan dalam penyelenggaraan
fungsinya itu.>’

Pembahasan konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber
dan kaedah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material,
sumber sejarah, sumber perundang-undangan maupun sumber penafsirannya.
Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-
undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan
tentang hubungan antara pemerintah dengan rakyat yang diperintah.
Perumusan kostitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang
sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik, maupun
kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi tersebut sejalan

dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.

57 Jeje Abdul Rojak, Hukum Tata Negara Islam,..., 28-29
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Kemudian, agar mempunyai kekuatan hukum, sebuah UUD yang
akan dirumuskan harus mempunyai landasan atau dasar pengundangannya.
Dengan landasan yang kuat undang-undang tersebut akan memiliki kekuatan
pula untuk mengikat dan mengatur masyarakat dalam negara yang
bersangkutan. Sementara sumber penafsiran adalah otoritas para ahli hukum
untuk menafsirkan atau menjelaskan hal-hal yang perlu pada saat undang-
undang dasar tersebut diterapkan.>®

2. Legislasi

Dalam kajian figh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut
juga dengan al-sulthah al-tashriiyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam
dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam, tidak seorangpun
berhak menetapkan suatu hukum yang diberlakukan untuk umat Islam. Hal

ini ditegaskan dalam firman Allah dalam Surat al-An’am,6:57
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Artinya: Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari
Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. tidak ada padaku apa
(azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya.
menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang
sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik". (QS: Al-

An’am: 6:57)
Akan tetapi dalam wacana figh siyasah, istilah al-sulthah al-

o

>
“

&

tashri’iyah digunakan untuk menunjukan salah satu kewenangan atau
kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di

samping kekuasaan eksekutif (al-sulthah al-tanfidhiyah), dan kekuasaan

8 Muhammad Igbal, Figh siyasah,..., 154
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yudikatif (al-sulthah al-gadaiyah ). Dalam konteks ini kekuaaan legislatif (a/-

sulthah al-tashri’iyah) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam

untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh

masyarakatnya berdasarkan ketetuan yang telah diturunkan Allah SWT

dalam syariat Islam. Dengan demikian, unsur-unsur legislasi dalam Islam

meliputi:

a.

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan yang menetapkan hukum yang
akan diberlakukan dalam masyarakat Islam

Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya;

Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai
dasar syari’at Islam.

Jadi, dengan kata lain, dalam al-sulthah al-tashri’iyah pemerintah
melakukan tugas siyasah shari’iyahnya untuk membentuk suatu hukum
yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan
umat Islam, sesuai dengan semangat ajaran Islam. Sebenarnya pembagian
kekuasaan, dengan beberapa kekhususan dan perbedaan telah terdapat
dalam pemerintahan Islam jauh sebelum pemikiran-pemikiran Barat
merumuskan teori mereka tentang frias politica. Ketiga kekuasaan ini
adalah kekuasaan tashriiyah (legislatif), kekuasaan tanfidhiyah
(eksekutif), kekuasaan gadaiyah (yudikatif), ketiga kekuasaan ini telah
berjalan sejak zaman Nabi Muhammad saw di Madinah. Sebagai kepala
negara, Nabi membagi tugas-tugas tersebut kepada para sahabat yang

mampu dan menguasai bidang-bidangnya. Mekipun secara umum semua
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bermuara kepada Nabi juga. Dalam perkembangan selanjutnya,
pelaksanaan tugas-tugas tersebut berkembang dan berbeda-beda sesuai
dengan perbedaan masa dan tempat.
3. Ummah
Dalam konsep Islam, ummah diartikan dalam empat macam, yaitu

sebagai berikut:

a. Bangsa, rakyat, kaum yang bersatu padu atas dasar iman/sabda Tuhan;

b. Penganut suatu agama atau pengikut Nabi;

c. Khalayak ramai;

d. Umum, seluruh umat manusia.

Otoritas Barat menganggap kata ummah tidak memiliki arti yang sebanding
dengannya, bukan nation (negara) atau nation state (negara-kebangsaan)

lebih mirip dengan community (komunitas).

Akan tetapi Abdul Rasyid Meton, guru besar dari Malaysia tetap
menganggap bahwa komunitas dengan wmmah tidak sama. Community
merupakan sekelompok masyarakat yang komunal memiliki kesamaan
kekerabatan, suku, budaya, wilayah dan bangsa. Sedangkan ummah berlaku
universal yang didasarkan persamaan agama sehingga menembus ras, suku,

bahasa maupun batas-batas geografis.

Menurut ‘Ali Syari’ati ummah memiliki tiga arti gerakan, tujuan
dan ketetapan kesadaran. Makna selanjutnya adalah sekelompok orang yang

berjuang menuju suatu tujuan yang jelas. Jika dikontekstualisasikan dengan
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makna ummah dalam terminologi makkiyyah dan madamiyyah mempunyai
arti sekelompok agama tawhid, orang-orang kafir dan manusia seluruhnya.
Quraish Shihab mengartikan ummah sekelompok manusia yang mempunyai
gerak dinamis, maju dengan gaya dan cara tertentu yang mempunyai jalan

tertentu serta membutuhkan waktu untuk mencapainya.

Dalam jangkauannya makna wummah juga berbeda dengan
nasionalisme. Nasionalisme sering diartikan ikatan yang berdasarkan atas
persamaan tanah air, wilayah, ras-suku, daerah dan hal-hal lain yang
sempityang kemudian menumbuhkan sikap tribalisme (persamaan suku

bangsa) dan primodialisme (paling diutamakan).>

4. Shura atau Demokrasi
Kata shura berasal dari akar kata shawara mushawaratan, artinya
mengeluarkan madu dari sarang lebah. Kemudian dalam istilah di
Indonesia  disebut musyawarah. Artinya segala sesuatu yang
diambil/dikeluarkan dari yang lain untuk memperoleh kebaikan.
Dalam firman Allah QS. Ali Imran: 159 Nabi disuruh untuk
bermusyawarah dengan para shabat berkenaan pristiwa uhud.

&JJ U»WYQJA\LJ&\E;J}/‘:Q@W””’@
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Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah
lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati

5 Imam Amrusi, et al. Hukum Tata Negara Islam,...,26-27
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kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu
ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan
bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian
apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah
kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang

bertawakkal kepada-Nya. (QS: Al- Imran, 3: 159)

Demokrasi berasal dari bahasa yunani demos artinya rakyat, kratein
berarti pemerintahan. Kemudian dimaknai kekuasaan tertinggi dipegang
oleh rakyat. Abraham Lincoln mengartikan demokrasi adalah bentuk

kekuasaan berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.5°

E. Ahl Al-Hall Wa Al-‘Aqd
1. Pengertian Ahl AI-Hall Wa Al-‘Aqd
Secara harfiyah, ahl al-hall wa al-‘agd berarti orang yang dapat
memutuskan dan mengikat. Para ahli figh siyasah merumuskan pengertian
ahl al-hall wa al-‘aqd sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk
memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara).
Dengan kata lain, ahl al-hall wa al-‘agd adalah lembaga perwakilan yang
menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara rakyat. Anggota ahl al-hall
wa al-‘aqd terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan
profesi.®!
Al-Mawardi menyebutkan ahl al-hall wa al-‘agd sebagai ahl al-
ikhtiyar (golongan yang berhak memilih). Sedangkan Ibn Taimiyah

menyebutkannya dengan ahl al-syawkah. Sebagian lagi menyebutkannya

80 Ibid, 27-29
8 Muhammad Igbal, Figh siyasah,...,137
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dengan ahl al-syura atau ahl al-ijma’. Sementara al-Baghdadi menamakan

mereka dengan ahl al-ijtihad. Namun semuanya mengacu pada pengertian

sekelompok anggota masyarakat yang mewakili umat (rakyat) dalam
menentukan arah dan kebijaksanaan pemerintahan demi tercapainya
kemaslahatan hidup mereka.®?

Ada beberapa pengertian ahl al-hall wa al-‘agd diantaranya sebagai
berikut:

a. Sekelompok orang yang memilih imam atau kepala negara atau disebut
pula dengan istilah AA/ al-Ijtihad dan Ahl al- Ikhtiyar.

b. Orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan
mengikat. Istilah ini dirumuskan oleh ulama figh untuk sebutan bagi
orang- orang yang berhak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati
nurani rakyat.

c. Orang-orang yang mampu menemukan penyelesaian terhadap masalah-
masalah yang muncul dengan memakai metode ijtihad. Orang yang
berpengalaman dalam urusan-urusan rakyat, yang melaksanakan
kepemimpinan sebagai kepala keluarga, suku, atau golongan.

d. adalah para ulama, para kepala, para pemuka masyarakat sebagai unsur-
unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan rakyat.

e. Kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam

masyarakat, yaitu para amir, hakim, ulama, militer, dan semua penguasa

62 Tbid, 138
83 Jubair Situmorang, Politik Ketatanegaraan dalam Islam : Siyasah dusturiyah, (Bandung:
Pustaka Setia, 2012), 255- 256.
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dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah
kebutuhan dan kemaslahatan publik.

Ahl al-hall wa al-‘agd memiliki wewenang untuk memilih salah
seorang di antara ahl/ al-imamat (golongan yang berhak dipilih) untuk
menjadi khalifah. Banyaknya permasalahan kenegaraan yang harus
diputuskan secra bijak dan pandangan yang tajam, sehingga menciptakan
kemaslhatan umat Islam. Para ahli figh siyasah menyebutkan beberapa
alasan penting lembaga ini yaitu sebagai berikut:%

a. Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk meminta
pendapatnya tentang masalah kenegaraan dan pembentukan undang-
undang. Oleh karena itu harus ada kelompok masyarakat yang bisa diajak
musyawarah dalam menentukan kebijakasanaan pemerintahan dan
pembentukan dalam melaksanakan undang-undang.

b. Rakyat secara individual tidak mungkin dikumpulkan untuk melakukan
musyawarah di suatu tempat apalagi di antara mereka pasti ada yang
tidak memiliki pandangan yang tajam dan tidak mampu berfikir kritis.

¢. Musyawarah hanya bisa dilakukan apabila jumlah peserta terbatas.

d. Kewajiban amar ma’ruf nahi munkar hanya bisa dilakukan apabila ada
lembaga yang berperan untuk menjaga kemaslahatan antara pemerintah
dengan rakyat.

e. Kewajiban taat kepada uli/ amri (pemimpin umat) baru mengikat apabila

lembaga tersebut dipilih oleh lembaga musyawarah.

64 Imam Amrusi Jailani, et al. Hukum Tata Negara Islam,...,169
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f. Ajaran Islam sendiri yang menekankan dengan para sahabat untuk
menentukan suatu kebijakan pemerintahan.

Ahl al-hall wa al-‘agd pada masa Rasulullah SAW, adalah para
sahabat yaitu mereka yang diserahi tugas-tugas keamanan dan pertahanan
serta urusan lain yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Para sahabat
dipercaya memiliki kecerdasan dan pandangan luas serta menunjukan
pengorbanan dan kesetiaan terhadap Islam, dan mereka sukses melaksanakan
tugasnya baik dari kaum Ansar maupun kaum Muhajirin. Mereka bukan
pilihan rakyat secara resmi, tapi lantara merecka mempunyai pengaruh di
tengah masyarakat. Karena itu Nabi mempercatakan mereka melaksanakan
tugas-tugas mu’amalah dan kebijakan publik serta melubatkan mereka
dalam musyawarah. Umat pun mengikutinya dan mempercayakan urusan
mereka pada orang pilihan tersebut.%

Mereka selalu menjaga rujukan para Khalifah dalam perkara-perkara
rakyat yang berkomitmen pada pendapat mereka, dan mereka mempunyai
hak untuk memilih atau menobatkan Khalifah juga memberhentikannya.
Metode pemilihan Khalifah dalam Islam termasuk masalah-masalah yang
mempunyai bentuk politik konstitusional yang berpengaruh pada kondisi
dan keadaan masyarakat juga perubahan zaman. Dasar dalam masalah ini
adalah bahwa rakyat yang memiliki kekuasaan dalam memilih pemimpin

sementara ah/ al-hall wa al-‘agd mewakili mereka.®®

8 ibid
% Farid Abdul Khaliq, Fikih Politik Islam, (Jakarta: Amzah, 2005), 79
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Di dalam  Al-Qur’an dan  Sunnah  sebagai  sumber
perundangundangan Islam memang tidak secara spesifik menyebutkan dan
menjelaskan tentang ahl al-hall wa al-‘agd atau Dewan Perwakilan Rakyat
ini, namun ada kewajiban umat Islam untuk mantaati pemimpinnya dalam
hal ini adalah pemerintah sebagai pemegang kekuasaan seperti yang telah

dijelaskan dalam firman Allah Surah An-nisa’ ayat 59 yang berbunyi:
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan
Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al
Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman
kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama
(bagimu) dan lebih baik akibatnya.(QS: An-Nisa’, 4: 59)

Sejarah Terbentuknya Ah/ al-Hall Wa al- ‘Aqdi

Beberapa persoalan muncul setelah Rasulullah saw wafat. Saat itu
umat Islam dihadapkan kepada suatu krisis konstitusional, di mana

Rasulullah saw tidak menunjuk penggantinya secara langsung dan

transparan. Bahkan, Nabi Muhammad saw sendiri tidak juga membentuk

suatu majelis untuk menangani hal itu. Namun Rasulullah saw mengajarkan
suatu prinsip yaitu musyawarah sebagai prinsip dalam ajaran Islam. Dengan

demikian, pergantian kepemimpinan dalam Islam diserahkan kepada kaum

muslimin untuk dimusyawarahkan, siapa yang layak dan patut untuk
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menduduki posisi pemimpin setelah Nabi Muhammad saw wafat. Prinsip
tersebut diterapkan pada setiap pergantian kepemimpinan pada masa
Khulafa’ ar-Rashidin meskipun dengan versi yang beragam.

Penduduk Madinah mengutus delegasi yang terdiri dari 7 orang
untuk memberi baiat kepada Nabi di Makkah. Semua hal yang terkait
dengan masalah pada priode ini adalah pengorganisasian pertama bagi
urusan-urusan mereka dengan perintah Nabi saw. Untuk memilik wakil
sebanyak 12 orang untuk menangani urusan mereka dalam kelompok kecil
untuk mewakili mereka.

Dalam masyarakat Madinah terdapat dua kelompok orang yang
terkemuka: pertama adalah orang-orang yang 8 tahun dan 10 tahun telah
mengabdi di bidang politik dan militer. Kedua adalah orang-orang yang
secara perlahan menjadi terkemuka karena memiliki wawasan yang luas dan
pengetahuan yang mendalam mengenai al-Qur’an. Kedua kelompok terpilih
melalui proses alamiah dan secara otomatis termasuk dalam majelis
permusyawaratan di dalam negara sedangkan pemegang eksekutifnya adalah
pengganti Nabi dan kedua kelompok terebut dinamakan ahl al-hall wa al-
‘aqd.

Ahl al-hall wa al-‘aqd adalah tokoh-tokoh yang berpengaruh, yang
mewakili dan menjadi panutan masyarakat. Mereka memiliki kekuasaan
menetapkan hukum karena memiliki kompetensi di bidang 7jtihad. Selain itu
mereka memiliki hak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan di

bidang pemerintahan, termasuk memilih dan mencopot penguasa. Dengan
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demikian ahl al-hall wa al-‘aqd menjadi seperti badan yang menjalankan
shura, ijma’, dan ijtihad.

Pada pertengahan tahun kesebelas sejak Umar menjabat sebagai
Khalifah, Umar menderita luka-luka berat akibat tikaman yang dilakukan
Abu Lu’lu’ah. Pada saat itu datanglah sejumlah tokoh masyarakat untuk
memohon kepada Umar supaya menunjuk penggantinya, tetapi karena
bahaya perpevahan semakin tampak dan pada akhirnya Umar pun menyerah.
Tetapi tidak secara langsung Umar menunjuk penggantinya hanya
menyebutkan enam orang sahabat senior, dan merekalah yang akan memilih
salah seorang diantara mereka untuk menjadi Khalifah. Keenam orang
tersebut adalah Ali bin Abi Talib, Usman bin Affan, Sa’ad bin Abi Waqas,
Abd ar-Rahman bin “Auf, Zubair bin Awwam dan Talhah bin Ubaidillah,
serta Abdullah putranya (Umar).

Keenam sahabat senior tersebut dianggap sebagai ah/ al-hall wa al-
‘agd yang pertama dalam ejarah Islam. Merekalah yang kemudian
melakukan musyawarah untuk memilih Khalifah untuk menggantikan Umar.

Pada masa pemerintahan pasca Khulafa’ ar-Rasidin yang diawali
dengan dinasti Umaiyah dan selanjutnya Abbasiyah, lembaga ah/ al-hall wa
al-‘agd tidak pernah tercatat dalam sejarah. Hal tersebut dikarenakan corak
pemerintahan pada masa itu sudah berbeda, bukan lagi atas dasar
musyawarah atau pemilihan, tetapi atas dasar monarki.

Pembentukan ahl/ al-hall wa al-‘aqd pertama kali dilakukan oleh

pemerintahan Bani Umaiyah di Spayol. Khalifah Al-Hakam II (961-976 M)
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membentuk majelis shura yang beranggotakan pembesar-pembesar negara,
dan sebagian pemuka masyarakat. Daulah Umaiyah II di Spayol
menghidupkan kembali lembaga legislatif yang telah hilang dalam sejarah
Islam sejak zaman Mu’awiyah yang berkuasa di Damaskus.5’

3. Tugas dan Kewenangan Ah/ al-Hall Wa al-‘Aqd

Tugas ahl al-hall wa al-‘agd adalah sebagai berikut:%3
a) Memilih dan membaiat pemimpin
b) Mengarahkan kehidupan masyarakat kepada maslahat
¢) Membuat undang-undang yang mengikat seluruh umat di dalam hal-hal

yang tidak diatur secara tegas dalam al-Qur’an dan Hadis
d) Mengawasi jalannya pemerintahan.

Adapun tugas ahl al-hall wa al-‘agd di samping punya hak pilih,
menurut Ridha juga berhak menjatuhkan Khalifah jika ada hal-hal yang
mengharuskan pemecatannya.®’

Tugas ahl al-hall wa al-‘aqd juga bermusyawarah dalam perkara-
perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undangyang berkaitan
dengan kemaslahatan dan tidak bertabrakan dengan suatu dasar dari dasar-
dasar syariat yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam
memilih pemimpin. Tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan

peran pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan

7 Imam Amrusi Jailani, et al. Hukum Tata Negara Islam,...,170-173
8 Djazuli, Fikih Siyasah,..., 76
8 J. Suyuthi Pulungan, Fikih Siyasah,..., 71
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penguasa untuk mencegah mereka dari tindakanpelanggaran terhadap hak-
hak Allah.”

Menurut Al-maududi lembaga ini mempunyai tugas-tugas antara
lain:"!

a) Jika terdapat petunjuk-petunjuk Allah dan Nabi-Nya yang eksplisit, maka
lembaga inilah yang berkompeten menjabarkan dan memuat peraturan-
peraturan pelaksananya.

b) Bila terdapat kemungkinan beberapa penafsiran terhadap petunjuk-
petunjuk eksplisit itu, maka badan itu dapat memilih salah satu dari
tafsiran tersebut dan merumuskannya ke dalam kitab undang-undang.

c) Jika tidak ada ketentuan dalam Al-Quran dan Hadist, maka badan ini
dapat merumuskan hukum yang selaras dengan semangat umum Islam,
dan bila rumusan hukum yang bertalian dengannya terdapat dalam kitab-
kitab fikih, maka lembaga ini harus mengambil salah satu darinya.

d) Jika tidak ada ketentuan dari sumber-sumber di atas, lembaga ini dapat
berijtihad membuat hukum yang tak terbatas selama tidak bertentangan
dengan semangat syariah

Sedangkan wewenang ah/ al-hall wa al- ‘aqd adalah sebagai berikut:
a) ahl al-hall wa al-‘agd adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang

mempunyai wewenang untuk memilih dan membaiat imam

0 Farid Abdul Khalid, Fikih Politik Islam,..., 80
"l Muhammad Igbal dan Amien Husein Nasution, Pemikiran Politik Islam, (Jakarta: Prenada
Media Group, 2010), 184-185.
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b) ahl al-hall wa al-‘agd mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan
masyarakat kepada yang maslahat

¢) ahl al-hall wa al-‘agd mempunyai wewenang membuat undang-undang
yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur
tegas dalam al-Qur’an dan hadis

d) ahl al-hall wa al-‘agd tempat konsultasi imam di dalam menentukan
kebijakannya

e) ahl al-hall wa al- ‘agd mengawasi jalannya pemerintahan.

Keanggotaan Ahl al-Hall Wa al-‘Aqd

Anggota ahl al-hall wa al-‘agd pada zaman Rasulullah SAW, para
ahli musyaarah tersebut terdiri dari para sahabat utama, antara lain Abu
Bakar, Umar, Usman, Ali, Zubair bin Awwan, Talhah bin Ubaidillah, Saad
bin Abi Waqqas, Abu Ubaidillah, Said bin Al-As. Merelah yang diajak
musyawarah dalam urusan umat.

Di masa khalifah Abu Bakar aA/ al-hall wa al-‘agd terdiri dari Umar
bin Khatatab, Usman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Abdurrahman bin Auf,
Mu’azd bin Jabal, Ubai bin Ka’ab dan Zaid bin Thabit. Sedangkan Umar bin
Khattab pada masa akhir pemerintahannya membentuk tim untuk memilih
Khalifah pengganti yang anggotanya terdiri dari Usman bin Affan, Ali bin
Abi Talib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwan, Sa’ad bin Abi Waqas
dan Abd al-Rahman bin Auf serta putranya Abdullah bin Umar yang hanya

punya hak pilih.
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Berangkat dari praktik yang dilakukan inilah pada masa Khulafa’ al-
Rasidin, para ulama siyasah merumuskan pandangannya tentang ah/ al-hall
wa al- ‘agd antara lain:

a) Muhammad Abduh dan Rashid Ridha berpendapat bahwa mereka adalah
pemuka masyarakat, para ulama, petani, buruh, wartawan dan kalangan
profesi lainnya, serta angkatan bersenjata.

b) Ibnu Taimiyah berpendapat al/-shawqah terdiri dari orang-orang yang
berasal dari berbagai kalangan dan mempunyai kedudukan terhormat di
masyarakat.

¢) Imam Nawawi berpendapat bahwa mereka adalah ulama, para Khalifah,
dan para pemuka masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan
rakyat.

Dengan demikian para anggota ahl/ al-hall wa al-‘agd dapat terdiri
dari semua lapisan masyarakat yang dapat menyampaikan aspirasi rakyat
tanpa memandang dari mana mereka berasal.

Anggota majelis shura adalah orang-orang perwakilan sebagai hasil
pemilihan dari umat, hak pilih dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh para
pemilih dan para calon anggota majeli shura tidak dikemukakan secara rinci
oleh al-Qur’an maupun sunnah.’?

5. Penerapan Ahl Al-hall Wa Al-‘Aqd dalam Lingkungan Nahdlatul Ulama
a. Menerapkan pemilihan pemimpin dalam lingkungan Nahdlatul Ulama

melalui ahl al-hall wa al’aqd adalah wajib atas dasar prinsip saddudz-

2 Imam Amrusi Jailani,et al. Hukum tata Negara Islam,...,174-175
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dzari’ah untuk menghindarkan perselisihan dan perpecahan serta praktek

pemilihan yang tidak bersih.

. Konsep ahl al-hall wa al’agd telah diterapkan

dalam sejarah perkembangan NU dalam penetapan kepemimpinan sejak

NU berdiri tahun 1926 sampai tahun 1952 ketika NU menjadi partai

politik. Kemudian diterapkan kembali pada muktamar NU ke-27 di

Situbondo tahun 1984 ketika NU kembali ke khitthah tahun 1926.

ahl al-hall wa al’aqgd terdiri dari unsur ulama, tokoh, pemikir, ilmuan

dengan syarat:

1) Memiliki kepribadian yang adil, jujur dan terpercaya.

2) Memiliki pengetahuan untuk memilih orang yang berkemampuan
memimpin dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Syarat-Syarat ahl al-hall wa al’aqgd Dalam Nahdlatul Ulama :

1) Memiliki kepribadian yang adil, jujur dan terpercaya.

2) Memiliki pengetahuan untuk memilih orang yang berkemampuan
memimpin dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

3) Memiliki pandangan yang cermat dan arif dalam memilih calon
pemimpin terbaik yang akan dapat membawa lebih banyak mashlalah.

Proses pembentukan ah/ al-hall wa al’aqd:

1) PBNU perlu membentuk team untuk mempersiapkan pembentukan
ahl al-hall wa al’aqd.

2) Team bertugas menyusun tata cara penjaringan, kreteria calon dan

melakukan penjaringan calon anggota ah/ al-hall wa al’aqd.
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3) Jumlah ahl al-hall wa al’agd sebanyak 9 (sembilan) orang yang
mencakup unsur jam’iyyah (struktural) dan jama’ah (non struktural).
f. Tugas ahl al-hall wa al’agd Dalam Nahdlatul Ulama :
1) Memberikan garis-garis besar kepemimpinan Nahdlatul Ulama.
2) Menetapkan haluan dasar Nahdlatul Ulama.
3) Memilih Rois Am yang bukan anggota ah/ al-hall wa al’aqd.
4) Masa tugas ahl al-hall wa al’agdberakhir sampai terpilihnya Rois Am,
Wakil Rais Aam, dan terbentuknya kepengurusan harian Pengurus
Besar Nahdlatul Ulama.
g. Syarat-Syarat Calon Rois Am Nahdlatul Ulama :
1) Lelaki, muslim dan sehat jasmani dan rohani.
2) Memiliki kepribadian yang adil, jujur dan terpercaya.
3) Memiliki jiwa kepemimpinan, tegas, arif dan bijak dalam
melaksanakan tugas-tugasnya.
4) Memiliki keilmuan agama yang mendalam serta pemahaman yang
tawassuth.
5) Memiliki kemampuan mengendalikan diri dan bersikap zuhud serta
wara’.

6) Mampu menjaga kemaslahatan umum untuk ummat.”

Bhttps://www.google.com/amp/s/dokumen.tips/amp/dokumens/ahlul-halli-wal-aqdi.html. diakses

pada tanggal 03 Agustus 2018 pukul 08:00 WIB
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BAB III

KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH REPUBLIK
INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018

A. Sejarah Lembaga Dewan Perwakilan Derah Republik Indonesia
Sebelum UUD NRI 1945 diamandemen Majelis Permusyawaratan

rakyat adalah pemegang kekuasaan negara tertinggi atau pemegang kedaulatan
rakyat. Sebagai pemegang kekuasaan negara tertinggi, Majelis
Permusyawaratan rakyat membawahi lembaga-lembaga negara yang lain.
Kekuasaan yang besar dari Majelis Permusyawaratan rakyat dalam praktek
ketatanegaraan tidak jarang diselewengkan dipergunakan sebagai alat
memperbesar kekuasaan Presiden diluar ketentuan UUD NRI 1945, seperti
pemberian kekuasaan tidak terbatas kepada Presiden melalui TAP MPR No.
V/MPR/1998 tentang Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus kepada
Presiden/Mandatars Majelis Permusyawaratan rakyat dalam Rangka
Menyukseskan dan Pengamanan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan
Pancasila.”

Gagasan meniadakan kedudukan Majelis Permusyawaratan rakyat
sebagai lembaga tertinggi negara secara konseptual ingin menegaskan, Majelis

Permusyawaratan rakyat bukan satu-satunya lembaga yang melaksanakan

*Ni’'matul Huda, Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD
1945 (Jakarta: FH UII Press, 2003) 254-255
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kedaulatan rakyat. Setiap lembaga yang mengemban tugas-tugas politik negara

dan pemerintahan (tidak termasuk kekuasaan kehakiman) adalah pelaksana

kedaulatan rakyat dan harus tunduk dan bertanggungjawab kepada rakyat.”

Sebelum amandemen UUD NRI 1945 anggota Majelis
Permusyawaratan rakyat terdiri dari anggota-anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, ditambah dengan utusan daerah dan utusan golongan. Perluasan
anggota Majelis Permusyawaratan rakyat tersebut dimaksudkan agar
perwakilan tidak hanya terdiri dari unsur politik tetapi unsur-unsur fungional
dan daerah. Hal ini dimaksudkan supaya seluruh rakyat, seluruh golongan,
seluruh daerah akan mempunyai wakil dalam Majelis, sehingga Majelis itu
akan betul-betul dapat dianggap sebagai penjelmaan rakyat.”

Keanggotaan Majelis Permusyawaratan rakyat yang terdiri dari Dewan
Perwakilan Rakyat ditambah utusan daerah dan utusan golongan mengandung
beberapa persoalan penting yaitu sebagai berikut:

1. Komposisi Majelis Permusyawaratan rakyat sebelum ini, dengan
keanggotaan dari unsur anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan unsur
daeran atau utusan golongan merupakan unsur representasi seluruh rakyat
dalam dalam kesatuan dan representasi penduduk dalam satu wilayah

tertentu, namun demikian pada perjalanannya komposisi ini diatur

"1bid, 256

5Tbid

"*Hasanuddin Rahman Daeng Naja, Dewan Perwakilan Daerah: Bikameral Setengah Hati,
(Yogyakarta: Media Pressindo, 2004), 7-8
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sedemikian sehingga tidak jelas siapa yang mewakili di dalam parlemen
tersebut.

2. Terdapat kerancuan, apakah komposisi Majelis Permusyawaratan rakyat
yang ada sebelum ini menganut sistem satu kamar atau sistem dua kamar,
walaupun tidak ada jaminan salah satunya adalah lebih baik. Namun
demikian kerancuan ini membawa konsekuensi tidak berdayanya utusan
daerah karena anggotanya tidak memiliki lembaga sendiri yang
mengaspirasinya diluar Majelis Permusyawaratan rakyat.

3. Dengan komposisi Majelis Permusyawaratan rakyat yang demikian itu,
jelas terdapat perbedaan yang sangat menggangu antara anggota Majelis
Permusyawaratan rakyat dari unsur anggota Dewan Perwakilam Rakyat
dengan anggota Majelis Permusyawaratan rakyat dari unsur utusan daeran
dan utusan golongan. Dan perbedaan ini pula yang membawa dampak besar
terhadap tenggelamnya aspirasi daerah selama ini. Apalagi keberadaan
utusan daerah yang selama ini karena pengangkatan oleh penguasa bukan
pemilihan langsung oleh rakyat.

Pembahasan perubahan UUD NRI 1945 dalam sidang tahunan Majelis
Permusyawaratan rakyat tahun 2002 berlangsung alot. Pada pengambilan
keputusan terhadap materi rancangan perubahan rumusan pasal 2 ayat (1)
mengenai susunan keanggotaan Majelis Permusyawaratan rakyat. Usulan

perubahan pasal 2 ayat (1) terdiri dari dua alternatif:
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Alternatif 1:

“Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan
Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan
umum, ditambah dengan utusan golongan yang dipilih oleh Dewan Perwakilan
Rakyat yang selanjutnya diatur oleh undang-undang.”

Alternatif 2:

“Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan
Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan
umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.”

Setelah dilakukan pemungutan suara 475 anggota Majelis
Permusyawaratan rakyat memilih alternatif 2, sedangkan 122 anggota MPR
memilih alternatif 1, dan 3 anggota Majelis Permusyawaratan rakyat memilih
abstain. Dengan demikian alternatif 2 disahkan sebagai opasal 2 ayat (1) UUD
NRI 1945.77

Fungsi check and balances dalam lembaga kenegaraan merupakan
tujuan utama amandemen UUD NRI 1945. Dengan demikian kekuasaan tidak
bertumpu hanya pada satu instansi negara saja.”

Amandemen UUD NRI 1945 membawa perubahan yang mendasar tidak
hanya pada sistem pemerintahan dan tatanan kenegaraan saja melainkan juga
lembaga negara. Pada satu sisi, ada lembaga negara yang ditambahah

kewenangannya secara sigfinikan dalam konstitusi. Di sisi lain ada lembaga

negara yang justru ada lembaga negara yang mengalami pengurangan

""Ni’matul Huda, Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD
1945,...,257-258
8Titik Triwulan Tutik, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), 138
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kewenangan. Tidak hanya itu ada pula lembaga negara yang dihapus karena
dianggap sudah tidak relevan lagi dengan penyelenggaraan negara ke
depannya.

Perubahan ketiga UUD NRI 1945 pada bulan November 2001
menghasilkan sebuah keputusan politik, pembentukan Dewan Perwakilan
Daerah. Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah sejalan dengan tuntutan
demokrasi guna memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah, memperuluas
semangat dan kapasitas partisipasi daerah dalam kehidupan nasional serta
memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.”’Namun secara faktual,
kelahiran Dewan Perwakilan Daerah baru terjadi pada tanggal 1 Oktober 2004,
yang ditandai oleh pelantikan dan pengambilan sumpah/janji para anggota
Dewan Perwakilan Daerah sebagai hasil Pemilu 5 April 2004.%°

Dewan Perwakilan Daerah merupakan representasi penduduk dalam
satu wilayah (ruang) yang akan mewakili kepentingan-kepentingan daerah
dalam proses pengambilan keputusan-keputusan politik penting di tingkat
nasional. Sebagai lembaga legislatif, Dewan Perwakilan Daerah juga menjadi
lembaga kontrol terhadap jalannya roda pemerintahan, sehingga Dewan

Perwakilan Daerah benar-benar sebagai lembaga wakil rakyat.8!

Markus Gunawan, Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Legislatif (DPR, DPRD, DPD),
(Jakarta: Visimedia, 2008), 25

80Mariam Budiarjo, Dasar-dasarllmuPolitik (Jakarta: GramediaPustakaUtama, 2008), 348-349
8!Hasanuddin Rahman Daeng Naja, Dewan Perwakilan Daerah : Bikameral Setengah Hati,
(Yogyakarta: Media Pressindo, 2004), 16
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Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah semula dimaksudkan dalam
rangka merefomasi struktur parlemen Indonesia menjadi dua kamar
(bikameral) yang terdiri atas Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan
Daerah. Dengan struktur bikameral itu diharapkan proses legislasi dapat
diselenggarakan berdasarkan sistem double-check yang memungkinkan
representasi kepentingan seluruh rakyat dengan basis sosial yang lebih luas.
Dewan Perwakilan Rakyat merupakan cerminan representasi politik sedangkan
Dewan Perwakilan Daerah mencerminkan prinsip representasi teritorial atau
regional.??

Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah juga dimaksudkan agar
mekanisme check and balance dapat berjalan secara seimbang, terutama yang
berkaitan dengan kebijakan di pusat dan kebijakan di daerah. Menurut Ramlan
Surbakti, beberapa pertimbangan Indonesia membentuk Dewan Perwakilan
Daerah:33
1. Distribusi penduduk Indonesia menurut wilayah sangat timpang dan

terlampau besar terkonsentrasi di Pulai Jawa;
2. Sejarah Indonesia menunjukan aspirasi kedaerahan sangat nyata dan
mempunyai basis materiil yang sangat kuat yaitu adanya pluralisme daerah

otonom seperti daerah istimewah dan daerah khusus.

8Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, (Jakarta:
Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 138
8Titik Triwulan Tutik, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara,..., 139
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Akan tetapi, pada awal pembentukannya masih banyak tantangan yang
dihadapi oleh Dewan Perwakilan Daerah. Tantangan tersebut mulai dari
wewenang yang dianggap untuk menjadi kamar kedua yang efektif dalam
sebuah parlemen bikameral, sampai dengan persoalan kelembagaannya yang
jauh dari memadai. Tantangan-tangtangan tersebut timbul terutama karena
tidak banyak dukungan politik yang diberikan kepada lembaga baru ini.

Dewan Perwakilan Daerah diharapkan mampu memberikaan kontribusi
politiknya dalam menyuarakan kepentingan daerah, walau perannya dalam
parlemen tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh daerah karena peran yang
diberikan oleh konstitusi terlalu kecil. Pada masa mendatang Dewan
Perwakilan Daerah perlu diberikan peran yang lebih maksimal lagi, terutama
dalam proses legislasi, yaitu mempunyai hak untuk mengusulkan dan memveto
atau menolak suatu undang-undang dan hak-hak lain yang berfungsi

melengkapi fungsi parlemen.?4

B. Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Perubahan UUD NRI 1945 membawa implikasi yang sangat luas

terhadap sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, terutama kelembagaan
negara, yang mendapat tambahan kewenangan, ada yang dikurangi

kewenangannya, dan ada pula lembaga negara yang dihapus dan ditambah

8Markus Gunawan, Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Legislatif (DPR, DPRD, DPD),..., 26
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beberapa lembaga negara baru. Khusus lemabaga negara perwakilan terdapat
perubahan yakni denga mengurangi kewenangan Majelis Permusyawaratan
rakyat dan mengubah kedudukannya dari lembaga tinggi negara menjadi
lembaga negara, sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat kewenangannya
menjadi lebih luas karena diberi hak untuk ikut campur tangan dalam hal
pengambilan keputusan oleh Presiden yaitu meminta persetujuan dan
pertimbangan.®’

Selain kedua lembaga perwakilan tersebut, melalui perubahan UUD
NRI 1945 juga ditambah satu lembaga negara baru yaitu Dewan Perwakilan
Daerah. Dewan Perwakilan Daerah memiliki dasar konstitusional dalam pasal
22C dan pasal 22D UUD NRI 1945 mengatur tentang eksistensi, kedudukan
dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah.3¢

Kedudukan dapat diartikan status, dalam kaitannya dengan kedudukan
Dewan Perwakilan Daerah, hal tersebut dikenakan dengan tempat tempat
Dewan Perwakilan Daerah dalam struktur ketatanegaraan menurut UUD NRI
1945, secara khusus Dewan Perwakilan Daerah terlibat dalam proses
pembahasaan rancangan undang-undang substansi tertentu, perlu juga

ditentukan kedudukan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan

8Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, “Kedudukan dan Fungsi
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, Yuriska, Vol,2, NO,
(Agustus, 2010), 53

8Salmin E.M. Nirahua, “Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem
Ketatanegaraan Indonesi”, Jurnal Hukum, NO. 4. Vol (Oktober, 2011), 589
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Rakyat dalam sistem dua kamar murni, kedua kamar tersebut diberi tugas dan
kewenangan menetapkan undang-undang.®’

Menurut Philipus M. Hadjon, yang dimaksud dengan kedudukan
lembaga negara, pertama kedudukan diartikan sebagai posisi suatu lembaga
negara dibandingkan dengan lembaga negara lain, dan aspek kedua dari
pengertian kedudukan lembaga negara adalah posisi suatu lembaga negara
yang didasarkan pada fungsi utamanya.’®Kedudukan Dewan Perwakilan
Daerah sebagai lembaga tinggi negara setara dengan Dewan Perwakilan
Rakyat yang juga sebagai lembaga tinggi negara yang berfungsi debagai
lembaga legislatif hal ini di dalam perubahan amandemen UUD NRI 1945.

Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga perwakilan daerah yang
berkedudukan sebagai lembaga negara yang setingkat dengan kedudukan
lembaga negara lainnya, hanya kewenangannya yang berbeda. Istilah
kedudukan menunjukan pada status yaitu keadaan tingkat organ, badan atau
negara. Dalam hal ini berarti bahwa Dewan Perwakilan Daerah sebagai
lembaga perwakilan mempunyai tingkatan yang sama dengan lembaga negara
yang lainnya yaitu Majelis Permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Presiden, Mahkamah Aagung, Mahkamah

8Sri Soemantri, Hukum Tata Negara Pemikiran dan Pandangan, (Bandung PT Remaja Rosda Karya,
2014), 225

®Philipus M. Hadjon, LembagaTertinggidanLembaga-LembagaTinggi Negara MenurutUndang-
UndangDasar 1945 SuatuAnalisaHukumdanKenegaraan, (Surabaya: PT Binallmu,1992), 3-4.
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Konstitusi, dan Komisi Yudisial hanya yang membedakan adalah fungsi dari

masing-masing lembaga negara tersebut.

Susunan Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah

Dalam masa demokrasi Pancasila utusan daerah dalam Majelis
Permusyawaratan rakyat tidak dipilih langsung oleh rakyat, tetapi diangkat
oleh Presiden. Dan dalam masa reformasi berdasarkan Undang-Undang Nomor
4 Tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan
rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
utusah daerah ditetapkan 135 orang yaitu 5 orang dari setiap Daerah Tingkat I,
juga tidak dipilih langsung oleh rakyat, tetapi cara pemilihannya diatur dalam
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakalian Rakyar Daerah 1.5

Untuk melaksanakan demokrasi secara nyata, mengenai keanggotaan
Dewan Perwakilan Daerah Pasal 22C UUD NRI 1945 pasca amandemen
menetapkan:*
(1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui

pemilu dan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah

dilakukan secara individu bukan atas nama partai,

8Titik Triwulan Tutik, Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945,...,

197
Oibid
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(2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap Provinsi jumlahnya sama
dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari
seoertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat;

(3) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan
Undang-Undang.

Adapun proses pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Daerah diatur dalam

Pasal 22D ayat (4) UUD NRI 1945: anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat

diberikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam

undang-undang.

Masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah lima tahun dan
berakhir bersamaan pada saat anggota Dewan Perwakilan Daerah yang baru
mengucapkan sumpah/janji. Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebelum
memangku jabatannya mengucapkan sumapah/janji secara bersama-sama yang
dipandu oleh ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna Dewan

Perwakilan Daerah.!

9INi’matul Huda, Politik Ketatanegaraan Indonesia,..., 267
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D. Tugas dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah
Ketentuan tugas dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah
disebutkan dalam Pasal 22D UUD 1945, Pasal 23E ayat (2) dan Pasal 23F ayat
(1). Pasal 22D berbunyi sebagai berikut:*>

1. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah,
hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya
ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan
pusat dan daerah.

2. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang
berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah;
pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan
pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan
dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan
pajak, pendidikan, dan agama.

3. Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan
undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan
penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta
menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan
Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Dari dasar pengaturan kewenangan konstitusional Dewan Perwakilan
Daerah di atas, memiliki tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, pertimbangan dan

pengawasan. Ketiga fungsi Dewan Perwakilan Daerah ini bersifat terbatas,

92Djlihat, UUD NRI 1945 Pasal 22D
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karena pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut terbatas pada bidang-bidang tertentu
saja yang menjadi kewenangan Dewan Perwakilan Daerah.??

Selain diatur dalam Pasal 22D, tugas dan wewenang Dewan
Perwakilan Daerah juga diatur dalam pasal 23E ayat (2) di mana Dewan
Perwakilan Daerah menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari Badan
Pemerikasa Keuangan sesuai dengan kewenangannnya. Kemudian dalam Pasal
23F ayat (1) ditegaskan bahwa Dewan Perwakilan Daerah memberikan
pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemilihan anggota
Badan Pemeriksaan Keuangan.

Dari penegasan dalam pasal 22D, Pasal 23E dan Pasal 23F terlihat
bahwa UUD NRI 1945 tidak mengatur secara komprehensif tentang Dewan
Perwakilan Daerah, pengaturan Dewan Perwakilan Daerah sangat sumir.
Dewan Perwakilan Daerah sama sekali tidak mempunyai kekuasaan apapun.
Dewan Perwakilan Daerah hanya memberikan masukan
pertimbangan,usulan,ataupun saran, sedangkan yang berhak memutuskan
adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Karena itu keberadaan Dewan Perwakilan
Daerah di samping Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat disebut sebagai

bikameralisme dalam arti yang sebenarnya.®*

%Salmon E.M. Nirahua, kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem
Ketatanegaraan Indonesia,...,595
%1bid, 276
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Jika Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai kewenangan legislasi
undang-undang, Dewan Perwakilan Daerah hanya diberi kesempatan untuk
dapat mengusulkan atau membahas beberapa jenis rancangan undang-undang
tanpa ikut proses pengambilan keputusan. Kedudukannya hanya bersifat
penunjang atau auxiliary terhadap fungsi Dewan Perwakilan Daerah RI di
bidang legislasi, sehingga Dewan Perwakilan Daerah hanyalah sebagai co-
legislator di samping Dewan Perwakilan Rakyat. Sifat tugasnya dibidang
legislasi hanya menunjang (auxiliary agency) tugas konstitusional Dewan
Perwakilan Rakyat. Dengan kewenangan yang begitu terbatas, tentu Dewan
Perwakilan Daerah tidak dapat dikatakan mempunyai fungsi legislasi.”®

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 249 ayat (1) menegaskan tugas dan
kewenangan Dewan Perwakilan Daerah yang berbunyi:®¢
(1) Dewan Perwakilan Daerah mempunyai wewenang dan tugas:

a. Mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi
daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta

yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada
Dewan Perwakilan Rakyat;

%Stevanus Evan Setio, Fungsi Legislasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Hukum,
(2013), 13.

%Dilihat Undang-UndangNomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 249 ayat (1)
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b. Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal
sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. Menyusus dan menyampaikan daftar inventaris masalah rancangan
undang-undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat atau
Presiden yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf
a,

d. Memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas
rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-
undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;

e. Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang
mengenai  otonomi  daerah, pembentukan, pemekaran, dan
penggabungan daerah hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber
daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN,
pajak, pendidikan, dan agama

f. Menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang
mengenai  otonomi  daerah, pembentukan, pemekaran, dan
penggabungan daerah hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber
daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN,
pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai pertimbangan untuk
ditindak lanjuti;

g. Menerima hasil pemeriksaan atas keuangan Negara dari Badan
Pemeriksa Keuangan sebagai bahan untuk membuat pertimbangan
kepada Dadan Perwakilan Rakyat tentang rancangan undang-undang
yang berkaitan dengan APBN;

h. Memberi pertimbangan kepada Dadan Perwakilan Rakyat dalam
memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

i. Menyusun program legislasinasional yang berkaitan dengan otonomi
daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah hubungan
pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya
ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat
dan daerah, dan;

j. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah
dan peraturan daerah.

E. Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga yang mewakili daerah

dalam menjalankan tugas dan kewenangannya yang disebutkan dalam Pasal

22D di atas, UUD NRI tahun 1945 secara tegas mengatur tiga macam fungsi
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Dewan Perwakilan Daerah, yaitu fungsi legislasi, fungsi pertimbangan dan
fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dimiliki Dewan Perwakilan Daerah
secara terbatas dan tidak sebagaimanamestinya kewenangan yang seharusnya
diberlakukan pada polaketatanegaraan yang menganut sistem bikameral
lainnya.

Fungsi legislasi yang dimiliki Dewan Perwakilan Daerah jika di
sandingkan dengan fungsi legislasi yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat
jelas tidak seimbang. Di mana Dewan Perwakilan Daerah kewenangan legislasi
yang dimiliki Dewan Perwakilan Daerah sangat terbatas yakni hanya sebatas
pengajuan dan pembahasan aja.

Jimly menyatakan bahawa dalam urusan legislasi Dewan Perwakilan
Daerah hanya sebagai co-legislator disamping Dewan Perwakilan Rakyat.
Dibidang legislasi tugasnya hanya sebagai penunjang (Auxilary agency) bagi
Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam proses pembentukan undang-undang Dewan
Perwakilan Daerah tidak mempunyai kewenangan untuk memutus ataupun
dalam proses pengambilan keputusan.®’

Sementara dalam tataran pemberian pertimbangan disebutkan bahwa
Dewan Perwakilan Daerah memberikan pertimbangan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undnag tentang APBN dan

rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan

Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,...,139
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agama. Yang disampaikan dalam bentuk tertulis sebelum memasuki tahapan
pembahasan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah.

Permasalahannya adalah mengenai batas waktu pemberi pertimbangan.
Karena pembahasan undang-undang APBN dibatasi waktumaka regulasi perlu
memberi batasan kepada Dewan Perwakilan Daerah. Hal tersebut dimaksud
agar jadwal pembahasan rancangan undang-undang antara Dewan Perwakilan
Rakyat dan pemerintah tidak terganggu. Seringkali yang terjadi Dewan
Perwakilan Daerah hanya menerima surat permintaan pertimbangan dari
Dewan Perwakilan Rakyat yang diberikan hanya beberapa saat sebelum
pengesahan rancangan undang-undang menjadi Undang-Undang. Hal ini
berkesan menjadikan peran Dewan Perwakilan Daerah hanya sebagai lembaga
pertimbangan bagi Dewan Perwakilan Rakyat yang seharusnya ada tata tertib
bersama yang mengatur kedua lembaga dalam tatanan pembahasan sebuah
rancangan undang-undang tertentu.”®

Dalam tatanan pengawasan sebenarnya keberadaan Dewan Perwakilan
Daerah dapat dikatakan bersifat utama yang kedudukannya sama penting
dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Walalupun kemudian hasil pengawasan itu
sepenuhnya diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Menyampaikan
hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah,

pembentukan, pemekaran, dan penghapusan daerah, hubungan pusat dan

%Miki Pirmansyah, “Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Bikameral di Indonesia”,
Kurnal Cita Hukum, Vol. I No. 1, (Juni, 2014), 180-181
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daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya,
pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada
Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pertimbangan untuk ditindaklanjuti,

Namun tidak dijelaskan bagaimana kriteria hasil pengawasan Dewan
Perwakilan Daerah tersebut sudah ditindaklanjuti apa belum. Disini perlu
adanya ketegasan terkait hal tersebut sehingga tidak menimbulkan kesan
seolah-olah Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga pengawas Dewan
Perwakilan Rakyat, yang mengawasi setiap pekerjaan Dewan Perwakilan
Rakyat, yang diterima dari Dewan Perwakilan Daerah. Hal tersebut diperlukan
karena adanya ketentuan yang mengatur bahwa Dewan Perwakilan Rakyat
berkewajiban menindaklanjuti hasil laporan Dewan Perwakilan Daerah
tersebut.”

Melihat permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh dewan
Perwakilan Daerah maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan yang diberikan
kepada Dewan Perwakilan Daerah tidak sesuai ekpektasi yang diharapkan dari
tujual awal terbentuknya lembaga Dewan Perwakilan Daerah ini, karena pada
awal terbentuknya Dewan Perwakilan Daerah ini berarti juga telah membuka
peluang mengaplikasikan sitem bikameral pada sistem ketatanegaraan

Indonesia yang semula menganut sistem unikameral.

Pibid
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Mulanya keberadaan Dewan Perwakilan Daerah juga diharapkan hadir
sebagai lembaga yang mampu membantu untuk mengatasi kesenjangan yang
terjadi antar pusat dan daerah sesuai semangat otonomi daerah yang menjamin
keadilan, demokrasi, dan jaminan keutuhan integritas wilayah negara.'®
Namun yang terjadi dalam pelaksanaannya kewenangan tersebut, Dewan

Perwakilan Daerah hanya sebagai pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

F. Pengawasan Peraturan Daerah

Dalam hubungan ketatanegaraan antara pemerintah pusat dan daerah,
pengawasan memiliki peran yang penting dan strategis dalam menjaga
kesatuan tatanan pemerintahan pada bingkai Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Pengertian pengawasan menurut S.P. Siagian adalah proses
pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin
agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana
yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan juga berarti setiap usaha dan
tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang
dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.'?!

Lotulong mengungkapkan bahwa jenis pengawaan atau kontrol

dibedakan menjadi dua yaitu kontrol yang bersifat intern dan kontrol yang

10Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD
1945,...172.

1Jum Anggraini, Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat terhadap Peraturan Daerah, (Jakarta:
Universitas Tama Jagakarsa, 2011), 57



77

berifat ekstern. Kontrol intern diartikan sebagai pengawasan yang dilakukan
oleh suatu badan yang secara organisatoris/struktural masih dalam lingkungan
pemerintah sendiri. Bentuk kontrol semacam ini dapat digolongkan dalam jenis
teknis-administratif atau disebut pula bulit-in control. Sedangkan kontrol yang
bersifat eksternal yaitu kontrol yang dilakukan secara tidak langsung melalui
badan peradilan dalam terjadinya persengketaan atau perkara dengan pihak
pemerintah. 02

Dalam sistem pengawasan secara umum termasuk pengawasan terhadap
peraturan daerah ada dikenal dengan istilah preventif yang berasal dari kata
preventief yang berarti suatu tidakan bersifat pencegahan, artinya sebelum
peraturan daerah yang bersangkutan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip
umum pembentukan peraturan daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.!

Pengawasan terhadap peraturan daerah merupakan konsekuensi dan
tanggungjawab pemerintah dalam menjalankan kekuasaan pemerintah yang
memegang monopoli kekuasaan pemerintahan sehingga pemerintah
menentukan cara-cara tertentu misalnya dalam bentuk pengawasan preventif
terhadap kewenangan penyelenggara pemerintah pada tingkat-tingkat

pemerintahan daerah agar urusan pemerintah dapat diselenggara secara tertib,

12pysat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, “Laporan Kajian Implementasi Pengawaan Peraturan
Daerah oleh Pemerintah dan Mahkamah Agung, ” 2011, 10
103A, Zarkasi, “Pengawasan terhadap Peraturan Daerah”, Jurnal llmu Hukum, 51-52
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pemerintahan melalui pengarahan-pengarahan pejabat yang berwenang.'®t

Sesuai dengan sifatnya pengawasan preventif dilakukan sesudah peraturan
daerah ditetapkan, tetapi sebelum peraturan darah itu diberlakukan.

Pengawasan repsesif adalah pengawasan yang dilakukan setelah
pekerjaan atau kegiatan telah dilaksanakan. Pengawasan represif dilaksanakan
dalam bentuk penangguhan, penundaan, dan pembatalan, karenanya
pengawasan represif dimaksudkan untuk memperbaiki jika telah terjadi
kekeliruan.!'%3

Model pengawasan represif dapat dijalankan terhadap semua peraturan
daerah yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi atau bertentangan dengan kepentingan umum. Khusus untuk
penangguhan, sebenarnya instrumen ini merupakan suatu usaha persiapan dari
proses pembatalan, di mana penangghan suatu aturan terjadi karena sedang
dilakukannya pertimbangan untuk membatalkan peraturan daerah yang
dimaksud. Dalam hal ini kewenangan pengawasan represif dimiliki oleh
Menteri dalam negeri namun pasca putusan Mahkamah Konstitusi kenangan
itu di limpahkan ke Mahkamah Agung.

Ada dua tolak ukur pengawasan peraturan daerah yang dilakukan oleh
pemerintah, yaitu apabila peraturan daerah tersebut bertentangan dengan

kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

1041bid
1%57bid

, 56-57
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Undang-Undang Pemerintahan Daerah mendefinisikan bertentangan dengan
kepentingan umum adalah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan
antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya
ketenteraman/ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif.
Sementara itu, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi adalah apabila muatan peraturan daerah menyimpang dari ketentuan

yang lebih tinggi hierarkinya.!%

G. Teori Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Teori hierarki merupakan teori mengenai sistem hukum yang
diperkenalkan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum
merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang. Hubungan tata
norma yang mengatur perbuatan norma lain dan norma lain tersebut dapat
disebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spesial.'?’

Teori Hans Kelsen mengenai jenjang norma hukum, di mana ia
berpendapat bahwa norma hukum berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu
hierarki tata susunan, di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku,
bersumber, dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih

tinggi berlaku, bersumber dan berdasarkan norma yang lebih tinggi lagi,

106pysat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, “Laporan Kajian Implementasi Pengawaan Peraturan
Daerah oleh Pemerintah dan Mahkamah Agung,...,

107Jimly Asshiddigie, dan M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, (Jakarta: Sekretariat
Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstutusi, 2006), 110
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demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih

lanjut dan bersifat hepotesis dan fiktif. Sehingga kaidah dasar di atas sering

disebut dengan grundnorm atau wuraprungnom.'®®
Teori Hans Kelsen dapat disimpulkan sebagai berikut:!%

1. Suatu tata kaedah hukum merupakan sistem kaedah-kaedah hukum secara
hierarkis;

2. Susunan kaedah hukum yang sangat disederhanakan dari tingkat terbawah
ke atas;

3. Sahnya kaedah-kaedah hukum dari golongan tingkat yang lebih rendah
tergantung atau ditentukan oleh kaedah-kaedah yang termasuk golongan
tingkat lebih tinggi.

Teori Hans Kelsen memgenai hierarki norma hukum ini diilhami oleh

Adolf Merkl dengan menggunakan teori das dopplte rech stanilitz yaitu norma

hukum memiliki dua wajah, yang artinya norma hukum itu ke atas ia

bersember dan berdasarkan pada norma yang di atasnya, dan norma hukum ke
bawabh ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma yang dibawahnya.

Sehingga norma tersebut mempunyai masa berlaku yang relatif karena masa

berlakunya suatu norma itu tergantung pada norma hukum yang di atasnya,

18Ni’matul Huda, UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 54
19Purnadi Purbacaraka, Perihal Kaidah Hukum, (Bandung: Opset Alumni, 1979), 42
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maka norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus, maka norma
hukum yang berada dibawahnya juga tercabut atau terhapus. '°

Sistem hukum suatu negara merupakansuatu proses yang terus
menerus, dimulai dariyang abstrak, menuju ke hukum yang positif,dan
seterusnya sampai menjadi nyata. Semua norma merupakan satu kesatuan
dengan struktur piramida. Dasar keabsahan suatu norma ditentukan oleh norma
yang paling tinggi tingkatannya. Jadi menurut Hans Kelsen urutan norma itu
dimulai dari Grundnorm atau Ursprungsnorm ke Generallenorm, kemudian
dipositifkan. Sesudah itu akan menjadi norma nyata (Concretenorm). Norma
nyata lebih bersifat individual. Oleh karena norma positif merupakan
"perantara" dari norma dasardengan norma individual, maka disebut juga
norma antara ( Zussennorm).''!

Dalam hubungannya dengan UUD atau konstitusi, Kelsen menyatakan
bahwa UUD menduduki tempat tertinggi dalam hukum nasional, sebab itu
merupakan landasan bagi sistem hukum nasional. UUD merupakan
fundamental law. Untuk itu Hans Kelsen menunjuk hak menguji sebagai
mekanisme "guarantees of tee constitution". Jadi dapat dikatakan bahwa hak

menguji merupakan konsekuensi dari konstitusi tertulis, atau yang oleh Kelsen

disebut konstitusi dalam arti formal, atau konstitusi dalam artis empit.!!?

U0Maria Farida, /lmu Perundang-undangan, (Jakarta: Konisius, 1998), 25

"Ni’'matul Huda, “Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan”,
Jurnal Hukum NO. 1 VOL 13, (Januari, 2006,), 30

"21bid
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Teori Hans Kelsen tersebut kemudian dikembangkan oleh Hans
Nawiasky. Nawiasky dalam teorinya mengenal Die Stufenaufbauder
Rechtsordnung atau Die Stufenordnungder Rechtsnormen, mengemukakan tiga
lapis norma-norma hukum, yakni Grundnorm (Norma dasar). Grundgesetze
(Aturan-aturan Dasar), dan formelle Gesetze (Peraturan Perundang-undangan)
berikut Verordnungen serta autonome Satzungen yang dapat digolongkan ke
dalam peraturan-peraturan pelaksanaan.''?

Menurut Nawiasky, norma-norma hokum tersebut selain berlapis-lapis
juga Stufenformig (berbentuk kerucut atau seperti stupa). Diantara lapis-lapis
tersebut dapat saja ada lapis-lapis lain yang merupakan bagian-bagiannya, yang
disebutnya Zwischenstufe (stupa antara). Sudah tentu tiap lapisan stupa
tersebut berisi norma-norma hukum yang bersifat umum (genereile Normen),
mengingat suatu norma hukum pada dasarnya berlaku umum, elgemeen.
Norma fundamental negara yang merupakan norma tertinggi dalam suatu
negara ini adalah norma yang tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih
tinggi tetapi pres-upposed atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat
dalam suatu Negara dan merupakan suatu norma yang menjadi tempat

bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya. Dikatakan bahwa norma

yang tertinggi ini tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi karena

B31bid, 31
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kalau norma yang tertinggi itu dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi, ia

bukan merupakan norma yang tertinggi.'!4

M41bid
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BAB IV

ANALISIS KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK
INDONESIA DALAM MELAKUKAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2018 DAN FIQH SIYASAH

A. Analisis Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Melakukan
Pemantauan dan Evaluasi Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2018
1. Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Melakukan Pemantauan

dan Evaluasi Peraturan Daerah

Dewan Perwakilan Daerah merupakan representasi penduduk dalam
satu wilayah yang akan mewakili kepentingan-kepentingan daerah dalam
proses pengambilan keputusan-keputusan politik di tingkat nasional. Dewan
Perwakilan Daerah sebagai lembaga perwakilan dalam menjalankan tugas
dan kewenangan yang memiliki banyak hambatan karena kewenangan yang
diberikan UUD NRI 1945)sangat terbatas bila disandingkan dengan Dewan
Perwakilan Rakyat . Seringkali keberadaan Dewan Perwakilan Daerah
dikatakan sebagai Dewan Pertimbangan yang dibutuhkan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat saja.

Awalnya pembentukan Dewan Perwakilan Daerah dimaksudkan
dalam rangka mereformasi struktur parlemen Indonesia menjadi dua kamar

(bikameral) yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

82
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Perwakilan Daerah. Diharapkan dengan diterapkannya sistem bikameral
mekanisme check and balance dapat berjalan secara seimbang, terutama yang
berkaitan dengan kebijakan di pusat dan di daerah. Akan tetapi sistem
bikameral tersebut tidak sesuai dengan keinginan awal pembentukannya.

Sebagai lembaga perwakilan Dewan Perwakilan Daerah memiliki
tugas pokok yang diatur dalam pasal 22D UUD NRI 1945 diantaranya dalam
bidang legislasi, bidang pertimbangan, dan bidang pengawasan. Dalam
bidang legislasi kewenangan Dewan Perwakilan Daerah hanya dapat
mengusulkan dan membahas beberapa rancangan undang-undang tanpa ikut
dalam proses pengambilan keputusan sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat
memiliki kewenangan penuh dalam bidang legislasi. Dalam hal ini Dewan
Perwakilan Daerah hanya sebagai penunjang terhadap fungsi legislasi yang
dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga Dewan Perwakilan Daerah
hanya sebagai co-legis/ator di samping Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam hal
ini terlihat jelas bahwa selama ini Dewan Perwakilan Daerah sebagai
lembaga perwakilan daerah di pusat tidak memiliki kewenangan produk
legislasi.

Setelah belakunya undang-undang nomor 2 tahun 2018 tentang
perubahan kedua atas undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, memiliki kewenangan baru

dalam bidang pengawaan yaitu yang tercantum dalam pasal 249 ayat (1)
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huruf j berbunyi “melakukan pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan

daerah dan peraturan daerah”.

Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam hal pemantaun dan
evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah ini diberikan atas
dasar beberapa fenomena dimana banyak peraturan daerah yang bertentangan
dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya.

Pemantaun dan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan
daerah yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah ini tidak sampai
dalam tahap pembatalan karena jelas kewenangan pembatalan itu dimiliki
oleh Mahkamah Agung sebagai mana dalam UUD NRI 1945 pasal 24A ayat
(1) berbunyi “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi,
menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap
undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh
undang-undang.”

Pasal 24 A ayat (1) menjelaskan bahwasannya peraturan perundang-
undangan dibawah undang-undang apabila bertentangan dengan dengan
undang-undang maka di uji oleh Mahmah Agung. Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV-2016 juga
memutuskan bahwasannya kewenagan pembatalan peraturan daerah yang
dimiliki pemerintah pusat dicabut dan dan dilimpahkan ke Mahkamah
Agung. Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah ini bersifat konsultatif dan

rekomendasi.
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Menindak lanjuti undang-undang nomor 2 tahun 2018 tentang
perubahan kedua undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimana Dewan Perwakilan Daerah
dapat melakukan pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah dan
peraturan daerah maka Dewan Perwakilan Daerah membentuk Panitian
Urusan Legislasi Daerah untuk menilai rancangan peraturan daerah dan
peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di
atasnya. Rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah kabupaten/kota
maupun rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah provinsi menjadi
objek pemantauan dan evaluasi Dewan Perwakilan Daerah karena dalam
pasal 249 ayat (1) huruf tersebut tidak dijelaskan secara khusus yang menjadi
objek pemantauan dan evaluasi. Kemudian hasil pemantauan dan evaluasi
yang dilakukan Panitia Urusan Legislasi Daerah ini direkomendaikan ke
Dewan Perwakilan Daerah. Setelah direkomendasikan ke Dewan Perwakilan
Daerah  nantiknya akan dikeluarkan dalam bentuk keputusan Dewan
Perwakilan Daerah .

. Kewenangan Pemerintah dalam Melakukan Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah (Eksekutif Preview)

Eksekutif Preview adalan kewenangan pemerintah pusat (gubernur

dan menteri dalam negeri) dalam melakukan pengawasan peraturan daerah

sebelum peraturan daerah tersebut disahkan dan ditetapkan.Kewenangan
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pemerintah dalam melakukan eksekutif preview disebutkan dalam undang-
undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah:

pasal 91:

(2) huruf d “melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah
kabupaten/kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD,
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak
daerah, dan retribusi daerah”.

pasal 245 :

(1) “rancangan peraturan daerah provonsi yang mengatur tentang RPJPD,
RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertangungjawaban pelaksanaan
APBD, Pajak Daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah harus
mendapatkan evaluasi Menteri sebelum ditetapkan oleh gubernur”.

(3) “rancangan peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang
RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertangungjawaban
pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, retribusi daerah dan tata ruang
daerah harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil pemerintah
pusat sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota”.

Dalam pasal tersebut dijelakan bahwasannya pemerintah pusat
(gubernur dan menteri dalam negeri) memiliki kewenangan melakukan
evaluasi rancangan peraturan daerah yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD,
APBD, perubahan APBD, pertangungjawaban pelaksanaan APBD, Pajak
Daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah, pajak daerah dan retribusi
daerah.

Pemerintah Pusat (gubernur dan menteri dalam negeri) dalam
melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah memiliki tolak ukur
diantaranya yaitu apabila perda tersebut bertentangan dengan kepentingan
umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Undang-
Undang Pemerintahan Daerah mendefinisikan bertentangan dengan
kepentingan umum adalah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan

antarwarga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya
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ketenteraman/ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif.
Sementara itu, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi adalah apabila muatan peraturan daerah menyimpang dari
ketentuan yang lebih tinggi hierarkinya.!!>

3. Tumpang Tindih Kewenangan Pemerintah Pusat (gubernur dan menteri

dalam negeri) dengan Dewan Perwakilan Daerah dalam Melakukan

Pengawasan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah

Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang
dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan
bersama Kepala Daerah. Peraturan daerah ini terdiri dari dua yaitu peraturan

daerah di tingkat provinsi dan peraturan daerah ditingkat kabupaten/kota.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di jelaskan dalam membentuk
peraturan perundang-undangan harus berdasarkan asas-asas pembentukan
peraturan perundang-undangan yang baik.

Pasal 5: Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan
berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik
yang meliputi:

a. kejelasan tujuan;

kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

dapat dilaksanakan;

kedayagunaan dan kehasilgunaan;

kejelasan rumusan; dan

keterbukaan.

@ roao0oT

115 Pysat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, “Laporan Kajian Implementasi Pengawaan
Peraturan Daerah oleh Pemerintah dan Mahkamah Agung, ” ..., 14
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Oleh karena peraturan daerah termasuk salah satu jenis peraturan
perundang-undangan, maka asas pembentukannnya pun bedasarkan pada asas
pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.
Asas pembentukan perda pun dijelaskan pula lebih lanjut dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 137 Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan perundang-
undangan yang meliputi:

Kejelasan tujuan;

Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;

Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;

Dapat dilaksanakan;

Kedayagunaan dan kehasilgunaan;

Kejelasan rumusan; dan

Keterbukaan.

R ™So o o

Dengan adanya asas-asas pembentukan peraturan perundang-
undangan yang telah disebutkan di atas diharapkan peraturan daerah yang
dibuat dan disahkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi.

Seperti yang telah dijelasakan dalam teorinya Hans Kelsen
mengenai jenjang norma hukum, dimana ia berpendapat bahwa norma hukum
berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu
norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasarkan pada norma
yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan

berdasarkan norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada
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suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut.!'® Artinya setiap
peraturan perundang-undangan harus selaras dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan.

Untuk menghindari adanya peraturan daerah yang bermasalah atau
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi selain
memperhatikan asas-asas pembentukannya juga perlu adanya pengawasan
baik itu masih dalam bentuk rancangan peraturan daerah ataupun sudah
dalam bentuk peraturan daerah.

Pengawasan peraturan daerah dibedakan menjadi dua bentuk yaitu
pengawasan preventif dan pengawasan represif. Dimana pengawasan
preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum peraturan daerah
disahkan atau masih dalam bentuk rancangan peraturan daerah. Sedangkan
pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah peraturan
daerah itu disahkan.

Jika penulis melihat dua bentuk pengawaan tersebut maka penulis
berusaha memahami kewenangan dua lembaga yang telah disebutkan di atas
dalam melakukan pemantauan dan evaluasi. Pengawasan preventif peraturan
daerah dilakukan oleh pemerintah pusat (gunernur dan menteri dalam negeri)
dan Dewan Perwakilan Daerah . Kewenangan pemerintah dalam melakukan
pengawasan preventif disebutkan dalam pasal pasal 91 ayat (2) huruf d dan
pasal 245 ayat (1) dan (3) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang

pemerintahan daerah. Dimana dalam pasal terebut dijelaskan bahwasannya

116 Ni’matul Huda, UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang, (Jakarta: Rajawali Press, 2008),
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kewenangan melakukan pengawasan rancangan peraturan daerah provinsi
adalah kewenangan menteri dalam negeri. Sedangkan rancangan peraturan
daerah kabupaten/kota kewenangan pengawasannya dimiliki oleh gubernur.
Kewenangan DPD dalam melakukan pengawasan preventif disebutkan dalam
pasal 249 ayat (1) huruf j undang-undang nomor 2 tahun 2018 tentang
perubahan kedua undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pengawaan represif ini dilakukan dalam dua bentuk yaitu
pemerintah (eksekutif review) dan Mahkamah Agung (judicial review)
sebelumnya namun Pasca putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 137/PUU-
XII1/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV-2016 kewenangan pemerintah dalam
melakukan eksekutit review dicabut, pembatalan peraturan daerah yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
dilimpahkan kepada Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan yang
berhak menguji dan membatalkan peraturan daerah (judicial review).

Pasca berlakunya undang-undang nomor 2 tahun 2018 tentang 2018
tentang perubahan kedua undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang
majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dewan perwakilan rakyat daerah ini kewenangan
pengawasan represif juga dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah yang
disebutkan dalam pasal 249 ayat (1) huruf j, pasal tersebut menyebutkan

bahwasannya Dewan Perwakilan Daerah memiliki kewenangan pemantauan
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dan evaluasi peraturan daerah. Akan tetapi kewenangan Dewan Perwakilan
Daerah hanya sebagai monotoring dan konsultatif saja tidak sampai ketahap
pembatalan.

Setelah penulis memahami kedua bentuk pengawasan tersebut
penulis melihat bawasannya ada dua lembaga yang memiliki kewenangan
melakukan pengawasan preventif yaitu pemerintah pusat (gubernur dan
menteri dalam negeri) dan Dewan Perwakilan Daerah. Dengan demikian
tentu adanya doble kewenangan antara kedua lembaga tersebut. Meskipun
sebenarnya DPD juga memiliki represif sama denga kewenangan Mahmah
Agung namun yang membedakan adalah kewenangan pengujian dan
pembatalannya itu hanya dimiliki oleh Mahkamah Agung.

Menurut penulis kewenangan Dewan Perwakilan Daerah yang
tercantum dalam pasal 249 ayat (1) huruf j undang-undang nomor 2 tahun
2018 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 17 tahun 2014
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tumpang tindih
dengan kewenangan pemerintah yang tercantum dalam pasal 91 ayat (2)
huruf e, pasal 245 ayat (1) dan ayat (3) undang-undang nomor 23 tahun 2014
tentang pemerintahan daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan adanya
double kewenangan dalam melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah
dan peraturan daerah, hanya saja dalam pasal 249 ayat (1) huruf j kewenagan
Dewan Perwakilan Daerah meliputi seluruh rancangan peraturan daerah dan

peraturan daerah karena dalam pasal tersebut hanya disebutkan rancangan
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peraturan daerah dan peraturan daerah berbeda dengan pasal 91 ayat (2) huruf
e, pasal 245 ayat (1) dan ayat (3) yang menyebutkan kewenangan evaluasi
yang dimiliki pemerintah (gubernur dan menteri dalam negeri) terbatas dalam
hal RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertangungjawaban

pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah.

. Analisis Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Melakukan
Pemantauan dan Evaluasi Peraturan Daerah ditinjau dari Figh Siyasah

Figh siyvasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang
membicarakan pengaturan dan penguruan kehidupan manusia dalam
bernegara demi mencapai kemaslahatan umat manusia. Figh siyasah sering
disebut sebagai ilmu hukum tata negara dalam hal ini berada pada konsep
negara islam.

Dengan demikian pengkajian mengenai kewenangan Dewan
Perwakilan Daerah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi peraturan
daerah menurut undang-undang nomor 2 tahun 2018 menggunakan
pengkajian dari sudut padang hukum tata negara dalam konsep negara islam.
Mengingat, bahwa kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam melakukan
pemantauan dan evaluasi peraturan daerah berkenaan dengan permasalah-
permasalah kontitusi. Dengan demikian penulis mencoba mengkaji

permasalahan tersebut ditinjau dengan menggunakan figh siyasah.
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Secara garis besar ruang lingkup figh siyasah dapat dibagi menjadi
tiga kelompok yaitu sebagai berikut:!!”

1. Politik perundang-undnagan atau siyasah dusturiyah. Bagian ini meliputi
pengkajian tentang penetapan hukum atau tashri’iyah oleh lembaga
legislatif, peradilan atau gadaiyah oleh lembaga yudikatif, dan
administrasi pemerintahan atau idariyah oleh birokrasi ata eksekutif;

2. Poltik luar negeri atau siyasah dauliyah /siyasah kharijiyah. Bagian ini
mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim
dengan bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada
politik masalah peperangan atau siyasah harbiyah yang mengatur etika
perang, dasar-dasar diizinkannya perang, pengumuman perang, tawanan
perang, dan genjatan senjata;

3. Politik keuangan dan moneter atau siyasah maliyah, membahas sumber-
sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara,
perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan
perbankan.

Melihat pembagian ruang lingkup figh siyasah di atas maka secara
khusus Dewan Perwakilan Daerah berada dalam lingkup siyasah dusturiyah.
Siyasah Dusturiyah meliputi persoalan-persoalan mengenai siyasah
tashri’iyah, siyasah tanfidhiyah, siyasah qgadha’iyah dan siyasah idariyah.

Dalam konsep negara islam kekuasaan legislatif disebut juga

dengan istilah al-sulthah al-tashri’iyah yang artinya kekuasaan pemerintah

17 Imam Amrusi, dkk, Hukum Tata Negara Islam,..., 15-16
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Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. A/-sulthah al-tashri’iyah
digunakan untuk menunjukan salah satu kewenangan atau kekuasaan
pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan di samping kekuasaan
eksekutif (al-sulthah al-tanfidhiyah) dan kekuasaan yudikatif (a/-sulthah al-
gadhaiyah). Dalam konteks ini al-sulthah al-tashri’iyah berarti kekuasaan
atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetap hukum yang akan
diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan yang
telah duturunkan Allah SWT dalam syariat Islam.

Siyasah tashri’iyah membahas mengenai persoalan-persoalan yang
berhubungan tentang AAl al-hall wa al-‘aqd, perwakilan persoalan rakyat,
hubungan muslim dan non muslim dalam satu negara, seperti Undang-
Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksana, peraturan daerah dan
sebagainaya. Firman Allah Q.S An-Nisa’ ayat 58-59 berbunyi:
of a1 G 28 85 Gl ) VT 135 of 222t &l do

) Vs Geals OF a1 &) mrbauu”wsdmu,&;
Artinya: sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan
dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar
lagl Maha mehhat (QS An lea’/4 58)

P L/U’J_Js-Y\ jJ\j dJJ\.: Qj,vé_;.: ol dﬁ) liji}e s‘-@-"d
Sl 422
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan
Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al

f

il 5l G
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Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman
kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama
(bagimu) dan lebih baik akibatnya.(QS. An-Nisa’/4:59)

Berdasarkan kedua ayat di atas dijelaskan bahwasannya seseorang
yang memegang kekuasaan dalam hal ini adalah pemerintah maka wajib
ditaati oleh rakyatnya apabila pemerintah telah membuat peraturan
perundang-undangan bagi kemaslahatan bersama namun peraturan
perundang-undangan tersebut haruslah mengacu dan tidak menyeleweng dari

apa yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an dan Sunnah.

Ahl al-hall wa al-‘agd adalah lembaga perwakilan yang berwenang
untuk menyalurkan aspirasi atau suara rakyat. Di mana anggota AA/ al-hall
wa al-‘aqd terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan
profesi. Al-mawardi menyebutkan bahwa AA/ al-hall wa al- ‘aqd sebagai ah/
al-ikhtiyar (golongan yang berhak memilih). Sedangkan Ibn Taimiyah
menyebutnya dengan ahl/ al-syura atau ahl al-syawkah. Namun semuanya
mengacu pada pengertian sekelompok anggota masyarakat yang mewakili
umat dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintahan demi tercapainya

kemaslahatan kehidupan mereka.!!'®

Tugas dan kewenangan ah/ al-hall wa al-‘aqd diantaranya adalah:!!"”

1. Memilih dan membaiat pemimpin;

2. Mengarahkan kehidupan masyarakat kepada maslahat;

118 Muhammad Igbal, Figh Siyasah,..., 137
"9 Djazuli, Fikih Siyasah,..., 76
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3. Membuat undang-undang yang mengikat seluruh umat di dalam hal-hal
yang tidak diatur secara tegas dala al-Qur’an dan Hadis;
4. Mengawasi jalanya pemerintahan.

Ahl al-hall wa al-‘agd dalam konteks negara Islam sejatinya jika
direalisasikan dengan kekinian keberadaannya sama dengan lembaga
legislatif atau parlemen '?°. Namun lembaga ini memiliki persamaan dan
perbedaan baik itu dari segi cara pemilihannya, syarat untuk menjadi anggota
bahkan kewenangannya. Dalam konteks negara Islam kewenangan legislasi
sepenuhnya dimiliki oleh lembaga ah/ hall wa al-‘agd sedangkan di Indonesia
kewenangan itu terbagi menjadi tiga lembaga yaitu Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Tidak
hanya ketiga lembaga tersebut yang dapat membuat suatu produk peraturan
perundang-undangan bahkan lembaga eksekutif pun dapat membuat
peraturan perundang-undang.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwasan Dewan Perwakilan
Daerah merupakan bagian dari AAl al-hall wa al-‘agd. Dewan Perwakilan
Daerah memiliki persamaan dan juga perbedaan dengan AA/ al-hall wa al-
‘aqdi. Di mana dalam hal ini sama-sama sebagai lembaga perwakilan rakyat
dalam menyampaikan aspirasinya dan suara rakyat, sama-sama bertugas
sebagai lembaga perwakilan yang harus memperjuangkan kepentingan di
tingkat negara untuk kemaslahatan umat, dan berwenang dalam bidang

legislasi.

120Abdul Manan, Perbandingan Politik Hukum Islam & Barat, (Jakarta: Prenadamedia Group,
2018), 105
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Dalam bidang legislasi Dewan Perwakilan Daerah hanya memiliki
kewenangan mengajukan, membahas rancangan undang-undang yang
berkaitan dengan daerah tanpa ikut serta dalam tahap pengesahan sedangan
Ahl al-hall wa al-‘agd memiliki kewenangan penuh dalam bidang legislai.

Selain itu dalam bidang legislasi Dewan Perwakilan Daerah juga
memiliki kewenangan dalam bidang pertimbangan. Dewan Perwakilan
Daerah memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam
proses pengajuan dan pembahasan rancangan undang-undang serta dalam
pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. AAl al-hall wa al-‘aqd juga
memiliki kewenangan untuk memberi pertimbangan namun perbedaannya
dengan perimbangan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah yaitu
Memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sedangkan AA/
al-hall wa al-‘agd memberikan pertimbangan kepada w/il amri dalam hal ini
ulil amri berperan sebagai khalifah atau imamah.

Dewan Perwakilan Daerah juga memiliki kewenangan dalam bidang
pengawasan. Kewenangan pengawasan yang dimiliki Dewan Perwakilan
Daerah terbatas pada undang-undang yang yang berhubungan dengan daerah.
Akan tetapi setelah berlakunya undang-undang nomor 2 tahun 2018 tentang
perubahan kedua undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang Mejelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kewenangan Dewan Perwakilan
Daerah ditambah di mana kewenangan itu tercantum dalam pasal 249 ayat

(1) huruf j yang berbunyi “melakukan pemantauan dan evaluasi rancangan
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peraturan daerah dan peraturan daerah”. Dapat disimpulkan bahwasannya
DPD berwenang tidak hanya pengawasan terhadap undang-undang yang
berhubungan dengan daerah akan tetapi juga berwenang melakukan
pengawasan rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah.

Ahl al-hall wa al-‘agd juga memiliki kewenangan dalam bidang
pengawasan. Kewenangan pengawasan yang dimiliki AA/ al-hall wa al-‘aqd
sangat luas tidak hanya sebatas pengawasan terhadap undang-undang saja
melainkan berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap semua jalannya
pemerintahan baik itu dalam bidang perundang-undangan maupun dalam
bidang kebijakan pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Dalam al-Qur’an juga dijelaskan perlu adanya pengawasan, fiman

Allah Q.S Ali-Imran ayat 104 yang berbunyi:

Rl 58 G385 Byl 6y \-’)f—; QIR HBERTRE =
@ §all 5 6] 7
Artinya: “dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari
yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.”
Derdasarkan ayat di atas bahwasannya perlu adanya pengawasan terhadap
jalannya pemerintahan untuk kemaslahatan umat.
Sedangkan apabila undang-undang nomor 2 tahun 2018 tentang
perubahan kedua atas undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
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Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat pasal 249 ayat (1) huruf j tumpang tindih
dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentan pemerintahan daerah
pasal 92 ayat (2) huruf e, pasal 245 ayat (1) dan ayat (3). Dimana kedua
undang-undang tersebut menjelakan tentang kewenangan dalam melakukan
evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah. DPD berwenang
untuk meakukan evaluasi seluruh rancangan peraturan daerah dan peraturan
daerah baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Sedangkan
kewenangan pemerintah (gubernur dan menteri dalam negeri) terbatas dalam
hal RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertangungjawaban
pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah.
Dalam konteks tata negara islam kewenangan dalam melakukan pemantauan
dan evaluasi atau pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah dan
peraturan daerah adalah ah/ al-hall wa al-’aqdi, karena dalam konteks
negaralslam ah/-al-hall wa al-’agd memiliki kewenangan pengawasan
terhadap jalannya pemerintahan.

Perbedaan yang mendasar Dewan Perwakilan Daerah dengan AA/
al-hall wa al-‘agd yaitu Dewan Perwakilan Daerah tidak memiliki
kewenangan melakukan pengangkatan dan memberhentikan pemimpin
sedangkan AAl al-hall wa al-‘aqd memiliki kewenangan untuk memilik dan

membai’at imam.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dipaparkan bab-bab

sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.

Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam melakukan pemantauan
dan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah yang
tertuang dalam pasal 249 ayat (1) huruf j undang-undang nomor 2 tahun
2018 tumpang tindih dengan kewenangan pemerintah pusat (gubernur dan
menteri dalam negeri) yang tercantum dalam undang-undang nomor 23
tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dimana dalam melakukan
pengawasan preventif peraturan daerah terjadi double kewenangan antara
Dewan Perwakilan daerah dengan pemerintah (gubernur dan menteri
dalam negeri).

Kewenangan pemantauan dan evaluasi Dewan Perwakilan Daerah ditinjau
dalam figh siyasah termasuk dalam cakupan ahl/ al-hall wa al-‘agd. Akan
tetapi kewenangan yang dimiliki ah/ al-hall wa al-‘aqd ruang lingkupnya
sangat luas karena ahl al-hall wa al-‘aqd berwenang untuk melakukan
pengawasan seluruh jalannya pemerintahan sedangkan Dewan Perwakilan
Daerah kewenangan yang dimiliki hanya sebatas pengawsan terhadap
pelaksanaan undang-undang yang berhubungan dengan daerah dan

rancangan peraturan daerah serta peraturan daerah. Meskipun memiliki

100
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perbedaan ahl al-hall wa al-‘agd dan Dewan Perwakilan Daerah juga
memiliki persamaan yaitu sama-sama lempaga perwakilan rakyat yang
memperjuangkan kepentingan di tingkat negara untuk kemaslahatan
umat.
B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis berharap nantinya akan ada
kejelasan mengenai pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah
dan peraturan daerah karena ada double kewenangan antara Dewan
Perwakilan Daerah dan Pemerintah Pusat (gubernur dan menteri dalam
negeri) dalam melakukan pengawasan preventif. Dengan adanya double
kewenangan tersebut dikhawatirkan nantiknya akan muncul konflik
kewenagan dari kedua lembaga tersebut. Untuk mengindari agar tidak
terjadi konflik kewenangan antara dua lembaga ini maka penulis
memberikan beberapa saran. Pertama perlu adanya kerjasama antara
Dewan Perwakilan Daerah dan Pemerintah pusat dalam melakukan
pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan
daerah. Yang kedua menghapus salah satu kewenangan dari kedua
lembaga tersebut dalam melakukan pemantauan dan evaluasi.

2. Penulis juga berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangsih
pemikiran bagi pembaca untuk melakukan penelitian terkait lembaga
negara di Indonesia yang nantinya dijadikan sebagai pertimbangan

pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih baik.
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